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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik 
bagimu,  
Dan boleh jadi ( pula ) kamu menyukai sesuatu,  
padahal ia amat buruk bagimu.” 






“No matter how educated, talented, rich or coll,  
You believe you are, how you treat people ultimately tells all. 
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Penelitian ini bermula dari berbagai permasalahan yang ada pada birokrasi di 
Kota Malang. Seperti permasalahan perijinan yang rumit, korupsi, kolusi dan 
nepotisme yang masih tercium di setiap bagian Pemerintahan Kota Malang. maka 
dibutuhkan sebuah kebijakan dari Pemerintah Kota Malang yang mana harus 
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia serta Peraturan Walikota 
Malang agar setiap kebijakan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak serta 
memiliki dasar hukum yang kuat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 
implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang. Penelitian ini juga bertujuan 
untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi 
kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang. Pelayanan publik mempunyai peran 
penting bahkan vital pada kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan publik juga 
merupakan unsur paling penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam 
masyarakat manapun. 
Penelitian ini mengggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Malang Jawa Timur. Adapun yang 
menjadi situs dalam penelitian ini adalah bagian Organisasi  Pemerintah Kota 
Malang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Miles Huberman. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu kesiapan yang patut di 
apresiasi adalah koordinasi yang signifikan antara pemerintah kota dengan badan-
badan dinas yang dibentuk pemerintah dalam mengatur segala bentuk kebijakan 
Grand Design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 
publik seperti kordinasi pemerintah kota dengan bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kota Malang dalam mengurusi peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota 
Malang. Pemerintah Kota Malang juga mempunyai kendala seperti permasalahan 
sumber daya manusia serta sumber dana yang ada serta pola pikir masyarakat yang 
selalu berubah-ubah yang dapat mempengaruhi kelancaran kebijakan Grand Design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang 
direncanakan oleh Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang untuk 
kedepanya juga harus lebih sering melakukan sosialisai serta kerja sama yang saling 
mnguntungkan agar bisa menutupi masalah seperti kekurangan dana dan kesulitan 
dalam hal birokrasi. 
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 This study stems from a variety of problems that exist in bureaucracy in 
Malang. The complex as licensing issues, corruption, collusion and nepotism still 
wafted in every part of the City Government of Malang. All those problem needs a 
solution from policies government, it needed a policy of the Government of Malang 
which should be guided by the Regulation of the President of the Republic of 
Indonesia and Regulation Malang Mayor that any measures taken to be accepted by 
all parties and has a strong legal basis. 
The study aims to describe the initial review of how the implementation of 
policies and analysis grand design bureaucratic reform, efforts to improve public 
services in the City Government of Malang. Also initial study aims to review identify 
factors that support and the implementation of policies grand design   bureaucratic 
reform quality to improve public services in the City Government of Malang. 
Important role of public services have important even on economic life and politics. 
also public services is an important element of the fence hearts the quality of social 
life in the hearts' of any society. 
There are many several research studies, this study using a qualitative 
descriptive. The study was conducted in the city of Malang, East Java. The study site 
is a place where researchers should have capturing the true state of the object being 
studied. Data analysis methods  in this research used Miles amd Huberman. 
The results showed that one of preparedness should be appreciated is 
significant coordination between the municipal government bodies established by the 
government agencies in regulating all forms of bureaucratic reform policy of the 
Grand Design in improving the quality of public services such as city government 
coordination with the Regional Secretariat of the Organization section Malang in 
charge of improving the quality of public services in the city of Malang. Government 
Malang also has problems such as issues of human resources and the resources 
available and the mindset of the people who are always changing that may affect the 
smooth running of the Grand Design bureaucratic reform policy in improving the 
quality of public services planned by the City of Malang. Government Malang to 
kedepanya also need more frequent socialization and mutual cooperation 
mnguntungkan order to cover issues such as lack of funds and difficulties in terms of 
bureaucracy.  
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A. Latar Belakang 
Sejak krisis ekonomi tahun 1997, telah terjadi berbagai perubahan penting 
yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, 
dan birokrasi, yang dikenal sebagai reformasi gelombang pertama. Perubahan 
tersebut dilandasi oleh keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan demokratis dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang 
didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. 
(Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010 – 2025).  
Reformasi birokrasi berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih 
(overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan 
memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, reformasi birokrasi pun perlu 
menata ulang proses birokrasi dari tingkat (level) tertinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru (innovation breakthrough) dengan langkah-langkah 
bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas 
yang ada (out of the box thinking), perubahan paradigma (a new paradigm shift), dan 
dengan upaya luar biasa (business not as usual). Oleh karena itu, reformasi birokrasi  
nasional  perlu  merevisi  dan  membangun  berbagai  regulasi, memodernkan 




menyesuaikan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran 
baru. Upaya tersebut membutuhkan suatu Grand Design dan road map reformasi 
birokrasi yang mengikuti dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan 
sehingga menjadi suatu living document.  
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025, 
sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand 
Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 tahun sekali dan 
merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya 
selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map 
Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat 
fleksibilitas sebagai suatu living document. (Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 
2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025). 
 Keinginan untuk melakukan reformasi birokrasi merupakan salah satu 
tuntutan pemerintahan yang baik sebagaimana dikemukakan Said (2007:11) bahwa 
Negara modern tentu membutuhkan birokrasi yang modern. Birokrat yang 
mengimplementasikan politik dan kebijakan negara. Seorang menteri (sebagai pejabat 
politik) memiliki waktu yang terbatas dan tak mungkin bisa ada di semua tempat 
pada saat yang bersamaan. Hal tersebut dikarenakan rentang kendali mereka yang 




yang dimiliki oleh para politisi. Pada pemerintahan parlemeter, menteri akan dipindah 
jabatan, dipromosikan, diturunkan dan digantikan begitu kepemimpinan berubah. Hal 
ini memberikan daya insentif kepada birokrat untuk menolak perubahan. Mereka 
hanya perlu tidak berbuat sesuatu sampai sang menteri tak lagi menduduki 
jabatannya. Jadi ada dua sumber kekuatan dari birokrasi di sini, yaitu pengawasan 
atas implementasi kebijakan dan perbandingan antara struktur karir pegawai negeri 
sipil dan para politisi yang terpilih (Said, 2007: 11). Untuk itu diperlukan sebuah 
ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana dijelaskan dalam Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 
2011.  
Pelayanan publik di Indonesia mempunyai peran penting bahkan vital pada 
kehidupan ekonomi dan politik. Pelayanan publik juga merupakan unsur paling 
penting dalam meningkatkan kualitas hidup sosial di dalam masyarakat manapun. 
Secara ideal, dan tujuan utama pemerintah tersebut berada (Saragih, 2006). 
Mengingat pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan ekonomi 
dan politik. Tetapi, kualitas pelayanan publik sampai saat ini secara umum masih 
belum baik. Buruknya kualitas pelayanan publik menimbulkan krisis kepercayaan di 
masyarakat terhadap birokrasi publik. Krisis kepercayaan ditunjukkan dengan 
munculnya berbagai bentuk protes dan demonstrasi kepada birokrasi baik di tingkat 
pusat maupun di daerah (Dwiyanto, 2006). 
Reformasi Birokrasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari upaya 




akuntabel. Reformasi Birokrasi merupakan proses berkelanjutan yang setiap tahapnya 
diarahkan untuk memberikan perubahan bagi performance birokrasi. Agar perubahan 
yang dilakukan dapat berjalan secara terarah, sinergis dan sistematis, maka 
diperlukan peta atau road map yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan 
Reformasi Birokrasi bagi Pemerintah Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Malang 
melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang menggelar Lokakarya 
Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang. 
(ww.organisasi.malangkota.go.id diakses pada tanggal 19 Maret 2015). Reformasi 
Birokrasi dalam pencegahan korupsi kembelajaran dan contoh yang baik dalam 
praktik reformasi birokrasi akan bisa meningkatkan pelayanan publik yang transparan 
dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik-praktik korupsi di 
birokrasi dan dapat turut mendorong pembangunan daerah yang berkeadilan dan 
menyejahterakan rakyat. Untuk membantu instansi pemerintah Kota Malang dalam 
melakukan kegiatan pemeringkatan jabatan atau yang dikenal dengan evaluasi 
jabatan, maka Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang  menyelenggarakan 
acara workshop Penyusunan Evaluasi Jabatan dengan mengundang narasumber yang 
berasal dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 
dan dari Badan Kepegawaian Negara.  
Sesuai dengan Tugas Pokok dari Pemerintah Kota Malang, maka diperlukan 
suatu peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah sesuai kebutuhan 




meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan 
lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b) meningkatnya jumlah unit 
pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi 
pemerintah; c) meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan 
pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. 
Pemerintah Kota Malang juga berkeinginan memenuhi ketentuan dari 
Kemenpan No. 11 Tahun 2011 tentang keberhasilan reformasi birokrasi yaitu 
penentuan standar pelayanan untuk instansi pemerintah yang tidak langsung 
memberikan pelayanan kepada publik. Hal ini sesuai dengan Tugas Pokok dari 
pemerintah Kota Malang yaitu melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang 
meliputi ketatausahaan, keprotokolan dan urusan rumah tangga. Reformasi birokrasi 
di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang walaupun baru dimulai tahun 2014 
sangat menarik perhatian, terutama soal reformasi birokrasi (www.malangkota.go.id 
diakses pada tanggal 19 Maret 2015 ). 
Namun dalam prakteknya di Kota Malang sendiri masih banyak permasalahan 
birokrasi yang masih belum terselesaikan salah satunya adalah masalah kasus korupsi 
yang menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah Kota Malang. Korupsi merupakan 
permasalahan yang sangat besar dan menjadi perbincangan diseluruh masyarakat. 
Seperti yang tertulis dalam berita harian tempo sebagai berikut : 
Mochamad Anton ( 5 November 2014 ) mengaku telah mengirimkan data dan 
dokumen dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedungkandang 
dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang ke Komisi Pemberantasan 




sudah kami terima dan datanya telah dikirim ke sana," kata Anton. ( Sumber : 
www.tempo.co.id diakses pada tanggal 22 April 2015 ). 
 
Penjelasan tersebut menyatakan bahwa Kota Malang tidak lepas dari adanya 
dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum birokrasi. Hal tersebut mengharuskan 
pemerintah Kota Malang untuk melakukan sebuah reformasi birokrasi guna 
memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Permasalahan ini 
dilandasi pemikiran para pegawai negeri dalam melakukan pelayanan. Permasalahan 
ini dilandasi pemikiran para pegawai negeri dalam melakukan pelayanan. Dalam 
penyelenggaraan publik, orientasi pada kekuasaan yang amat kuat membuat birokrasi 
menjadi semakin jauh dari memberikan pelayanan publik. Birokrasi dan para 
pejabatnya lebih menempatkan dirinya sebagai penguasa dari pada pelayanan 
masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan sikap dan perilaku birokrasi selalu 
mengabaikan aspirasi masyarakat. Berbagai ketidakjelasan dalam pelayanan publik 
menimbulkan praktik – praktik KKN yang berakibat pada percalonan, pungutan liar 
dan menyebabkan masyarakat harus membayar mahal pelayanan yang diberikan 
seperti pembuatan KTP dll (Dwiyanto, 2012 : 2). Berdasarkan penjelasan latar 
belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memutuskan untuk meneliti 
permasalahan tersebut dalam judul penelitian skripsi: Implementasi Kebijakan 
Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik. (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden No 81 Tahun 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis 
merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana proses implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi 
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang? 
2. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam implementasi 
kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang ? 
3. Bagaimana upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam implementasi 
kebijakan grand design reformasi birokrasi di pemerintah Kota Malang ? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan 
penelitian ini yaitu :  
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses implementasi kebijakan grand 
design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di 
Pemerintah Kota Malang. 
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mendukung dan 
menghambat dalam implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi 
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang. 
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya peningkatan kualitas Pelayanan 
publik dalam Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi di 




D. Manfaat Penelitian 
Berdasrkan tujuan penelitian yang telah diuraikan manfaat dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Akademis 
a. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan 
dengan grand design  reformasi birokrasi  
b. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang grand 
design  reformasi birokrasi 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai suatu informasi bagi Pemerintah dalam hal implementasi kebijakan 
grand design  reformasi birokrasi 
b. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat bermanfaat 
bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan sebagai bahan 
pembanding atas penelitian serupa yang akan dilakukan. 
E. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan dapat disusun  dalam lima 
bab yang memiliki keterkaitan antar bab mengenai permasalahan yang dibahas. 
Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 
BAB I:  PENDAHULUAN 
 Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang: latar belakang 





BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menguraikan landasan teori atau tinjauan pustaka yang 
berhubungan dengan topik penelitian sebagai arahan yang digunakan 
dalam penelitian.  
BAB III :  METODE PENELITIAN 
 Bab ini membahas tentang metode penelitian, yang memuat tentang Jenis 
Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan 
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, serta 
Teknik Analisis Data. 
BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 Bab ini menyajikan data-data hasil penelitian yang menyangkut gambaran 
umum obyek penelitian dan pembahasan yang disusun menurut keperluan 
penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul penelitian yaitu 
Implementasi Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik Pada Bagian Umum Pemerintah Kota Malang   
BAB V :  PENUTUP 
 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan garis besar dari hasil 
penelitian dan pembahasan, dan saran yang merupakan rekomendasi 







A. Kebijakan Publik 
1. Pengertian Kebijakan Publik 
Pengertian kebijakan publik dapat dilihat berdasarkan para ahli atau tokoh-
tokoh kebijakan publik. Menurut Dunn dalam Abidin (2012:4) kata policy secara 
etimologis berasal dari kara polis  dalam bahasa Yunani (Greek) yang berarti negara-
kota. Dalam bahasa latin, kata ini menjadi Politia yang berarti negara. Sedangkan 
dalam bahasa Inggris lama (the middle English), kata ini menjadi policie yang 
pengertiannya berkaitan dengan urusan pemerintahan atau administrasi pemerintahan. 
Menurut Anderson dalam Winarno (2011:21) kebijakan merupakan arah tindakan 
yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 
dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. 
Kemudian dalam makna dan pengertian kebijakan oleh Wahab (2012:10) 
ditarik sebuah pemahaman baru dalam memperlajari sebuah kebijakan yaitu : 
Pertama, bahwa fokus perhatian kita saat memperlajari/ menganalisis 
kebijakan publik itu lebih pada apa yang nyata dilakukan oleh pemerintah, dan 
bukan sekedar apa yang dipikirkan atau ingin dilakukan.  
Kedua, harus kita bedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dan 
keputusan (decision), dimana yang disebut pertama itu mengandung arti 
adanya pemilihan diantara jumlah alternatif yang (dianggap) tersedia. 
Ketiga, jika kita telusuri semua kebijakan secara normatif bersifat problem 
solving (pemecahan masalah). Artinya, setiap kebijakan sejatinya 
dimaksudkan untuk memcahkan atau setidaknya mengurangi kerumitan 
masalah publik, yakni masalah-masalah kolektif yang sempat 
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terindentifikasikan dan berhasil masuk dalam agenda pemerintahan 
(governmental agenda). 
 
 Dengan berbagai pengertian kebijakan dari berbagai definisi para ahli tersebut 
maka sebuah kebijakan dapat diartikan kepada suatu agenda yang ditujukan untuk 
memecahkan suatu masalah negara untuk mencapai suatu tujuan. Melalui suatu 
proses dan dengan berbagai tahapan yang harus dilalui. 
Salah satu definisi mengenai kebijkak publik diberikan oleh Eyestone 
(1971:18) dalam Winarno (2012:20), Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan 
publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan 
lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang 
sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan public 
dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik diberikan oleh 
Thomas R. dye dalam Winarno (2012:20) yang mengatakan bahwa “Kebijakan public 
adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”.  
 Seorang pakar ilmu politik lain, Rose (1969) dalam Winarno (2012:20) 
menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan 
yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi – konsekuensinya bagi mereka 
yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.  
Pembahasan tentang kebijakan menurut Grindle (1980) dalam Subarsono, 
(2005:93) menyangkut tiga komponen, yaitu tujuan kebijakan, aktivitas pelaksanaan, 
danhasilnya. Adalah (menjadi tugas dari pelaksanaan untuk memungkinkan 
tujuankebijakan direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Dalam 
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pandangan Grindle, seluruh proses kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan umum 
darikebijakan tersebut telah ditetapkan, apabila program pelaksanaan telah dibuat, 
dan apabila dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan.  
Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, 
yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. 
Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena 
itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. 
Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni 
siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, 
siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem 
manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. 
Menurut Anderson (1969:3-4) dalam Winarno (2012:23-24), konsep 
kebijakan publik ini kemudian mempunyai beberapa implikasi diantaranya adalah: 
a. Bahwa titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik 
berorientasi pada maksud dan tujuan. 
b. Bahwa kebijakan itu merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan 
oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-
keputusan yang tersendiri. 
c. Bahwa kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. 
d. Bahwa kebijakan publik mungkin dalam bentuknya bersifat positif atau 
negatif. 
e. Secara negatif kebijakan mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat 
pemerintah tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk 
melakukan sesuatu mengenai persoalan yang memerlukan keterlibatan 
pemerintah. 
f. Dalam bentuknya yang positif, kebijakan publik didasarkan pada undang-
undang dan bersifat otoritatif. 
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Dari pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
membuat suatu keputusan untuk  menjalankan tugas dan kewajibannya dalam 
pemerintahan dengan tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. 
2. Aktor Kebijakan Publik 
Menurut Charles O. Jones dalam Wahab (2014:88) dalam proses kebijakan 
sedikitnya ada empat golongan atau tipe aktor yang terlibat dalam proses kebijakan 
yakni: golongan rasionalis, golongan teknisi, golongan inkrementalis, dan golongan 
reformis. Keempat aktor ini memiliki tujuan berbeda dalam kebijakan publik. Berikut 
adalah uraian bagaimana perilaku masing-masing golongan aktortersebut dalam 
proses kebijakan publik. 
a. Golongan Rasional, identik dengan peran yang dimainkan oleh para 
perencana dan analisis kebijakan profesional yang amat terlatih dalam 
menggunakan metode-metode rasional apabila menghadapi maslah-
masalah. Gaya kerja golongan rasional cenderung seperti gaya kerja 
seorang perencana yang komprehensif,yakni dengan berusaha untuk 
menganalisis semua aspek dari setiap isu yang muncul. 
b. Golongan Teknisi, golongan ini tidak lebih dari seorang rasionalis karena 
bidang keahliannya atau spesialisasinya dilibatkan dalam beberapa tahapan 
proses kebijakan. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditetapkan oleh pihak 
lain. Gaya kerja dari golongan teknis ini umumnya menunjukkan rasa 
antusiasme dan percaya diri yang tinggi apabila mereka diminta untuk 
bekerja. 
c. Golongan Inkrementalis, golongan ini identik dengan para politis yang 
cenderung memiliki sikap kritis, namun sering tidak sabar. Golongan 
inkrementalis memandang tahap-tahap perkembangan kebijakan dan 
implementasinya sebagai suatu rangkaian proses penyesuaian yang terus 
terhadang hasil akhir. Gaya kerja golongan inkrementalis ini dapat 
dikatagorikan sebagai seorang yang mampu melakukan tawar-menawar, 
yakni intensitas tuntutan tersebut dan menawarkan kompromi. 
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d. Golongan Reformis, nilai-nilai yang mereka junjung tinggi ialah yang 
berkaitan dengan upaya untuk melakukan perubahan sosial,namun lebih 
bersangkut paut pada dengan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. 
Tujuan kebijakan biasanya diteteapkan dalam lingkungan kelompok-
kelompok tersebut, melalui berbagai proses. Gaya kerja golongan aktor 
reformis ini umumnya sangat radikal, sering disertai dengan tindakan-
tindakan demonstrasi dan konfrontasi dengan pihak pemerintah. 
 
 
B. Implementasi Kebijakan Publik 
1. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik 
Konsep implementasi muncul ke permukaan beberapa dekade yang lalu sejak 
Harold Laswell mengembangkan gagasannya bahwa untuk memahami kebijakan 
publik dapat digunakan suatu pendekatan dengan apa yang disebut sebagai policy 
process approach (pendekatan proses dalam kebijakan). Menurutnya, implementasi 
merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari 
keseluruhan proses perumusan kebijak publik, selain pembuatan agenda kebijakan, 
formulasi, legitimasi, dan evaluasi. 
Menurut Wahab (2014:133), Dalam arti luas implementasi sering dianggap 
sebagai bentuk penyelenggraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-
undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan, 
prosedur dan teknik secara sinergitas yang untuk berkerjasama menerapkan kebijakan 
kearah tertentu yang dikehendaki. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam 
Abdul Wahab (2014:135), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan 
bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian 
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dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan publik 
yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk 
menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat.” 
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses 
kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar 
mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Menurut Lester dan Stewart dalam 
Winarno (2012:147), 
“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan 
tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. 
Implementasi di pandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan 
undang-undang di mana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik 
bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk 
meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Implementasi pada 
sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat 
dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (output)maupun sebagai suatu 
dampak (outcome)”. 
Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148), berpendapat bahwa 
implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang 
memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis 
keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah 
kegatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil 
yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-
tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh berbagai aktor,khususnya para birokrat, yang 
dimaksudkan untuk membuat program berjalan. 
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Menurut Grindle (1980) dalam Subarsono, (2005:93) bahwa keberhasilan 
implementasi kebijakan public dipengaruhi oleh dua variabel yang foundamental, 
yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi  (context of 
implementation) seperti terlihat pada gambar di atas. Variabel isi kebijakan ini 
mencakup :  
a. sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups  termuat 
dalam isi kebijakan;  
b. jenis manfaat yang diterima oleh target groups , sebagai contoh, 
masyarakat diwilayah slum areas  lebih suka menerima program air 
bersih ketimbang menerima kredit sepeda motor;  
c. sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Suatu 
program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran 
relative lebih sulit diimplementasikan dari pada program yang sekedar 
memberikan bantuan atau kredit kepada masyarakat miskin;  
d. apakah letak sebuah program sudah tepat  
 
Sifat implementasi suatu kebijakan lebih menunjukkan pada luas jangkauan 
kebijakan atau untuk siapa kebijakan itu berlaku. Biasanya kebijakan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah sifatnya universal. Artinya, berlaku bagi semua anggota 
masyarakat. Ini dapat dibedakan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi 
lain yang ada dalam masyarakat, dimana kebijakan yang dikeluarkan hanya berlaku 
bagi anggota organisasi itu sendiri yang berarti hanya menyangkut sejumlah kecil 
anggota masyarakat saja. 
Sedangkan sebab suatu implementasi kebijakan lebih menunjukkan kondisi 
sosial (bahkan kondisi politik) yang melatarbelakangi dikeluarkan dan 
dilaksanakannya suatu kebijakan. Cara implementasi suatu kebijakan biasanya 
menggambarkan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu kebijakan, seperti 
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koordinasi dengan instansi lain, atau pendelegasian wewenang dari pusat ke daerah, 
atau cara lain. 
Dari pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan publik merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan. Pada 
prinsipnya implementasi kebijakan adalah cara agarsuatu kebijakan dapat mencapai 
tujuannya, apabila dikaitkan dengan kebijakan maka suatu kebijakan sebenarnya 
tidak hanya di rumuskan lalu ddibuat dalam bentuk undang-undang yang kemudian 
tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, namun sebuah kebijakan harus 
dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang 
diinginkan. 
2. Model Implementasi Kebijakan Publik 
Dalam mengkaji suatu implemetasi kebijakan publik sangat penting dalam 
mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Menurut Wahab (2012:165) 
variabel-variabel kebijakan bersangkut paut dengan tujuan-tujuan yang telah 
digariskan dan sumber-sumber yang tersedia. Berikut adalah  bebrapa model 
implementasi dari para ahli, sebagai berikut: 
a. Model Van Meter dan Van Horn 
 
Suatu model yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn dalam 
Winarno (2011: 158-168) bahwa tidak hanya menentukan variabel-
variabel bebas dan variabel terikat mengenai kepentingan-kepentingan, 
tetapi juga menjelaskan hubungan-hubungan antara variabel-variabel 
bebas. Variable – variable tersebut adalah : 
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1) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan 
Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator 
kinerja merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi 
kebijakan. Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana 
ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah 
direalisasikan.  
2) Sumber-sumber Kebijakan 
Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang 
(incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi 
yang efektif.  
3) Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan 
Dalam hal ini sangat penting diperlukan ketepatan komunikasi 
dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari 
ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan 
berbagai sumber informasi. Dalam hal ini komunikasi didalam dan 
diantara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang 
kompleks dan sulit. 
4) Karakteristik Badan-badan Pelaksana 
Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak 
karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi 
pencapaian kebijakan mereka. Dalam melihat karakteristik badan-
badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van 
Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari strukrtur birokrasi. 
Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan 
badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem 
penyampaian kebijakan. 
5) Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik 
Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel 
selanjutnya yang diidentifikasikan oleh Van Meter dan Van Horn. 
Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada 
kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dan faktor-
faktor ini mempunyai efek yang mendalam terhadap pencapaian 
badan-badan pelaksana. 
6) Kecenderungan Pelaksana (Implementor) 
Arah kecenderungan pelakasan terhadap ukuran-ukuran dasar dan 
tujuan juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Menurut 
Van Meter dan Van Horn intensitas kecenderungan pelaksana akan 
mempengaruhi kinerja kebijakan. Para pelaksana yang mempunyai 
pilihan-pilihan negatif mungkin secara terbuka akan menimbulkan 
sikap menetang tujuan-tujuan program. Oleh karena itu para 
pengkaji implementasi kebijakan harus mengumpulkan banyak 
























Gambar 1 : Keterkaitan Berbagai Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 
Model Van Meter dan Horn  
Sumber :  Abdul Wahab 2002 
 
b. Model George Edward III 
Adapun menurut ahli yang lain, yaitu model George Edward III dalam 
Widodo (2009:96-107) mengajukan empat faktor atau variabel yang 
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Gambar 2 : Model Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III 
Sumber : Widodo 2011:107 
 
1) Faktor Komunikasi (Communication) 
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi 
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti 
merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat 
kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy 
implementors) Widodo (2011:97).  
2) Sumber Daya (resources)  
Pada variabel Sumber daya merupakan peranan penting pada 
implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) 
menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-
ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya 
penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika 
para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawabnuntuk 
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya 
untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi 
kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang mendukung 
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi : 
a. Sumber daya manusia 
b. Sumber daya anggaran 
c. Sumber daya peralatan (Facility) 













3) Disposisi (Dispotition) 
Dalam implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. 
Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para 
pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-
sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat 
diwujudkan. 
4) Struktur birokrasi (Bureaucratic Structure) 
Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesiennya 
implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini 
mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian 
kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam 
organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan 
organisasi luar dan sebagainya. 
 
c. Model Merilee S. Grindle 
Adapun menurut ahli yang lain dari model implementasi kebijakan, yaitu 
model Merille S. Grindle. Dikemukakan oleh Wibawa (1994) dalam 
Nugroho (2011:634), model Grindle ditentukan oleh isi kebijkan dan 
konteks dasarnya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 
ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. 
Keberhasilannya dutentukan oleh derajat implementability dari kebijakan 
tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: 
1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan. 
2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan. 
3) Derajat perubahan yang diinginkan. 
4) Kedudukan pembuat kebijakan. 
5) (Siapa) pelaksana program 
6) Sumber daya yang dikerahkan. 
Kemudian konteks implementasinya adalah: (1) kekuasaan, kepentingan, dan 
strategi aktor yang terlibat. (2) Karakteristik lembaga dan penguasa. (3) Kepatuhan 
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dan daya tanggap. Dalam model Grindle ini bahwa terdapat keunikan yang terletak 
pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang 
menyangkut dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang 
mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya 








Gambar 3 : Model Implementasi Merilee S. Grindle  
Sumber : Merilee S. Grindle. 1980 dalam Nugroho. 2011 
d. Model Mazmanian dan Sabatier 
Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier 
(1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya 
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disebut model kerangka analisis implementasi. Mereka 
mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. 
Pertama, variabel independent yaitu mudah-tidaknya masalah 
dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis 
pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang 
dikehendaki. Kedua, variabel intervening yaitu variabel kemampuan 
kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator 
kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan 
alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di anatar lembaga pelaksana, 
aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat 
pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar. Ketiga, variabel dependen 
yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan 
pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya 
kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil 
nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang 
dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang 


















Gambar 4 : Hubungan Antar Variabel Implementasi Model Mazmanian dan 
Sabatier  
(Sumber : Abdul Wahab 2002) 
 
 
C. Reformasi Birokrasi 
1. Pengertian Reformasi Birokrasi  
Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis bureau yang 
berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur (Said, 
2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip Said (2007:2) birokrasi adalah 
A. Mudah tidaknya masalah dikendalikan 
1. Kesukaran-kesukaran teknis 
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 
3. Prosentase kelompok sasaran 
dibanding jumlah penduduk 
4. Ruang lingkup perubahan perilaku 
yang diinginkan 
 
D. Tahap – Tahap dalam Proses Implementasi  
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B.Kemampuan kebijaksanaan untuk 
menstrukturkan proses implementasi 
1. kejelasan dan konsistensi tujuan 
2. digunakannya teori kausal yg memadai 
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lembaga pelaksana 
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pelaksana 
6. rekruitmen pejabat pelaksana 




sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan 
dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang 
berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke dalam Said (2007:2) birokrasi adalah 
sistem admininstrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem 
hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu 
yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang – orang yang dipilih karena 
kemampuan dan keahlian dibidangnya.  
Istilah birokrasi sendiri seringkali dikaitkan dengan organisasi pemerintah 
padahal birokrasi merupakan sistem untuk mengatur organisasi yang besar agar 
diperoleh pengelolaan yang efisien, rasional, dan efektif.  Birokrasi adalah 
perangkat/institusi, pegawai/SDM dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang 
dijalankan oleh pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Reformasi  adalah  proses  penyempurnaan,  perbaikan, pengubahan, dan perombakan 
birokrasi dari keadaan kurang baik menjadi lebih baik. Reformasi birokrasi 
merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif yang ditujukan untuk 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), termasuk tata kelola 
pemerintahan yang baik (good public governance), dan tata kelola perusahaan yang 
baik (good corporate governance). (Jurnal Sekretariat Negara RI  No. 20  Tahun 
2011 hal. 145-146) 
Birokrasi adalah sistem administrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang 
terstruktur dalam sistem hirarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulis (written 
procedures), dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, 
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oleh orang-orang yang dipilih karena kemampuan dan keahlian di bidangnya (Said, 
2007: 2). Birokrasi sebagai suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan dan 
metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya 
(Said, 2007: 4). Menurut Pfiffner dan Presthus seperti yang dikutip Said (2007:4) 
mendefinisikan birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan 
metode yang dipergunakan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. 
menurut Marx dalam Tjokromidjodjo (1987:71) bahwa birokrasi adalah tipe 
organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk melaksanakan berbagai 
tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan 
khususnya oleh aparatur pemerintah. Selanjutnya Menurut Max Weber dalam M. 
Blau dan W. Meyer dalam Tjokromidjodjo (1987:27-31) konsep tentang birokrasi 
(dalam kasus “tipe-ideal”) adalah sebagai berikut : 
1. Kegiatan sehari – hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan – tujuan 
organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan 
dianggap sebagai tugas - tugas resmi 
2. Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hierarkis, yaitu bahwa unit 
yang lebih rendah dalam sebuah kantor berada di bawah pengawasan dan 
pembinaan unit yang lebih tinggi 
3. Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan – peraturan abstrak 
yang konsisten dan mencakup juga penerapan aturan – aturan didalam 
kasus – kasus tertentu 
4. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban didalam 
semangat “formalistic impersonality” artinya tanpa perasaan simpati atau 
sebaliknya  
5. Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi 
teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan oleh sepihak. 
Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis mencakup suatu jenjang karir 
serta terdapat suatu sitem “kenaikan pangkat” yang didasarkan atas 
senioritas atau prestasi maupun gabungan antara keduanya 
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6. Pengalaman secara universal cenderung mengungkapkan bahwa tipe 
organisasi administrative yang murni berciri birokratis. Dan mencapai 
tingkatan efisiensi yang tinggi. 
                                                                                                                                
Sedangkan menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan 
dalam cara-cara sebagai berikut (Thoha, 2008: 18-19) : 
1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh 
jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan 
individual dalam jabatannya. Pejabat tidak bebas menggunakan 
jabatannya untuk keperluan dan kepentingan pribadinya termasuk 
keluarganya.  
2. Jabatan-jabatan itu disusun dalam tingkatan hirarki dari atas ke bawah dan 
ke samping. Konsekuensinya ada jabatan atasan dan bawahan, dan ada 
pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. 
3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki itu secara spesifik 
berbeda satu sama lainnya. 
4. Setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Uraian 
tugas (job description) masing-masing pejabat, merupakan domain yang 
menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai 
dengan kontrak.  
5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya, idealnya 
hal tersebut dilakukan melalui ujian yang kompetitif. 
6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun 
sesuai dengan tingkatan hirarki jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat 
bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai 
dengan keinginannya dan kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu. 
7. Terdapat struktur pengembangan karier yang jelas dengan promosi 
berdasarkan senioritas dan merita sesuai dengan pertimbangan yang 
objektif.  
8. Setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan 
resources instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.  
9. Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu 
sistem yang dijalankan secara disiplin. 
 
Kemudian apabila dikaitkan dengan reformasi, kata reformasi menurut 
Wibawa (2005) adalah :  
“gerakan untuk mengubah bentuk dan prilaku suatu tatanan karena 
tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan, 
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baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis dan lain – lain. 
Selain berupa reformasi gerakan perubahan bisa mengambil bentuk 
revolusi, tranformasi, pembangunan (development), modernisasi.” 
Dengan beberapa teori mengenai reformasi birokrasi, maka Zauhar (1996) 
mendeskripsikan bahwa : 
reformasi birokrasi adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 
mengubah : a) struktur dan prosedur birokrasi (aspek reorganisasi atau 
institusional/kelembagaan). b) sikap dan prilaku birokrat (aspek prilaku), 
guna meningkatkan efektivitas organisasi atau terciptanya administrasi 
yang sehat dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional. 
 Sedarmayanti (2009:67) menjelaskan bahwa reformasi merupakan proses 
upaya sistematis, terpadu dan komprehensif, yang ditujukan untuk merealisasikan tata 
pemerintahan yang dijalankan pegawai berdasrkan peraturan perundang – undangan. 
Dijelaskan lebih lanjut oleh Sedarmayanti (2009:71-72) bahwa reformasi birokrasi 
adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan 
tujuan efektif, efisien dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti : 
1. Perubahan cara berfikir (pola piker, pola sikap dan pola tindak) 
2. Perubahan penguasaan menjadi pelayan 
3. Mendahulukan peranan dari wewenagn 
4. Tidak berpikir pada ahir produksi tapi akhir 
5. Perubahan manajemen kinerja 
6. Pantauan percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan 
yang baik, bersih, transparan dan professional, bebas korupsi, kolusi dan 
nepotisme (KKN). 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian 
birokrasi adalah sistem administratif dan pelaksanaan tugas keseharian yang 
terstrukturn dalam sistem hierarki yang jelas, dilakukan dengan aturan tertulism 
dilakukan oleh bagian tertentu yang terpisah dengan bagian lainnya, oleh orang yang 
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dipilih karena kemampuan dan keahlian dibidangnya. Dalam bidang publik konsep 
birokrasi dimaknai sebagai proses dan sistem yang diciptakan secara rasional untuk 
menjamin mekanisme dan sistem kerja yang teratur, pasti, dan mudah dikendalikan.  
2. Kinerja Birokrasi  
Ada beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk mengukur kinerja 
birokrasi publik (Dwiyanto, 2006:50-51) yaitu sebagai berikut: 
a. Produktivitas  
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 
rasio antara input dan output.  
b. Kualitas layanan  
Kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan 
kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat terhadap 
layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan 
utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja 
adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia 
secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan terhadap kualitas 
pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media massa atau diskusi 
publik. 
c. Responsivitas  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 
mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat 33 responsivitas disini 
menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan 
dengan kebutuhan dan asoirasi masyarakat.  
d. Responsibitas 
Responsibitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 
publik dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 
atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun 
implisit.  
e. Akuntabilitas  
Akutanbilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan 






3. Tujuan Reformasi Birokrasi 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menjelaskan arah 
tujuan reformasi birokrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:  
a. Dibidang Organisasi reformasi birokrasi ditujukan untuk merubah 
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran Tatalaksana  
b. Dibidang sistem reformasi birokrasi ditujukan untuk merubah sistem, 
proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan 
sesuai prinsip-prinsip good governance 
c. Dibidang Peraturan Perundang-undangan reformasi birokrasi ditujukan 
untuk Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif  
d. Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur reformasi birokrasi ditujukan 
mewujudkan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, 
capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 
e. Bidang Pengawasan reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatnya 
penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN  
f. Akuntabilitas reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatnya 
kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi  
g. Pelayanan publik reformasi birokrasi ditujukan untuk pelayanan prima 
sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat  Mindset dan cultural Set 
Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi. 
 
Menurut Peraturan Mentri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi No. 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi Secara Online, tujuan reformasi birokrasi adalah : 
menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan 
karakteristik adaptif, berintegritas,berkinerja tinggi, bersih, dan bebas 
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, 
sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan 
kode etik aparatur Negara. 
 
4. Strategi Reformasi Birokrasi 
Sesuai dengan road map reformasi birokrasi tahun 2010-2015, Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara 2010, menjabarkan beberapa langkah strategis yang 
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perlu dilakuan birokrasi pemerintah agar mampu ,menghasilkan dan memberikan 
pelayanan publik yang prima, strategi reformasi birokrasi yaitu : 
a. Penataan Kelembagaan Aparatur, dimulai dari lembaga kepresidenan, 
kementrian negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah (provinsi, kabupaten 
dan kota), lembaga – lembaga yang dibentuk berdasarkan amanat Undang – 
Undang, dan lembaga – lembaga koordinatif 
b. Penyederhanaan Ketatalaksanaan, harus mendorong pelayanan terpadu, 
sistem, mekanisme dan prosedur, ketatalaksanaan internal dan eksternal 
manajemen pemerintahan, tata hubungan kewenangan, korporatisasi unit – 
unit pelayanan publik, memasukkan aspek – aspek kemiskinan, pembangunan 
pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, nelayan, dan usaha kecil 
menengah ke dalam kegiatan pendayagunaan aparatur negara. 
c. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi perencanaan 
kepegawaian (formasi, analisis jabatan, organisasi dan bebas kerja, rekrutmen, 
seleksi, fit, and proper test yang tidak diskriminatifm standar kompetensi, 
kompetitif, transparan, anti KKN; penempatan pegawai (standar kompetensi, 
kompetitif, transparan, standar kompetensi jabatan, penggunaan metode 
assessment centre, perpindahan sesuai kompetensi, jabatan terbuka, orientasi 
pada prestasi kerja, DP3 lebih obyektif, berorientasi hasil dan kualitas, ada 
catatan prestasi harian pegawai. Pendidikan dan pelatihan berbasis 
kompetensi, pola pikir-sikap-perilaku produktif, didukung analisis kebutuhan 
diklat, penyaluran pasca diklat, dukungan anggaran memadai. Reward and 
punishment (penghargaan, sanksi tegas, kriteria dan konsistensi pemberian 
penghargaan. Remunerasi, pengaturan tunjangan, gaji, beban kerja dan 
tanggungjawab, secara adil dan layak. Pola karir PNS, pengaturan jabatan 
structural dan jabatan fungsional, pola kerja PNS, rangkap jabatan, PNS 
menjadi anggota LSM, dan PNS aktif di partai politik. 
d. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, AKIP (pelaporan, 
pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indicator 
kerja, pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja, pelaporan kinerja, 
peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan Sistem AKIP/LAKIP 
(Inpres 7/1999), penentuan indikator kinerja yang disepakati, penentuan target 
kinerja, kurangnya sinkronisasi peraturan perundang – undangan yang 
berkaitan dengan akuntabilitas kinerja, kurangnya koordinasi, derajat dasar 
hukum penerapan Sistem AKIP/LAKIP ditingkatkan menjadi Undang – 
Undang atau Peraturan Pemerintah. 
e. Penigkatan pelayanan publik, kelembagaan pelayanan satu atap (landasan 
hukum, kewenangan, dan mekanisme pembentukan, kebijakan penanaman 
modal di pusat dan daerah); kejelasan kewenangan; kejelasan institusi, 
kejelasan sistem dan prosedur; koordinasi lintas sektoral; peraturan perundang 
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– undangan yang inkonsisten dan tumpang tindih; keamanan dan penegakan 
hukum; ijin lokasi dalam mendorong investasi sistem dan prosedur; 
persyaratan; jangka waktu; biaya; dan kejelasan institusi dan kewenangan; 
target peningkatan indeks kinerja pelayanan (service performance index) 
masing – masing instansi, penerapan indeks kepuasan masyarakat (IKM), 
transparansi dan akuntabilitas, dan penerapan standar pelayanan minimal. 
f. Pengembangan Sistem Pengwasan Nasional, Mekanisme Kormonev 
(koordinasi, monitoring dan evaluasi) secara berjenjang dan pembentukan 
organisasi Kormonev di masing – masing instansi, penyelenggaraan 
konsultasi public oleh masing – masing instansi, dalam program percepatan 
pemberantasan korupsi dan pengawasan (fungsional, melekat, internal, 
eksternal, masyarakat), dan koordinasi pengawasan yang komprehensif. 
g. Pengembangan budaya kerja aparatur negara, perubahan mind-set dan culture-
set aparat negara, serta pemantapan karakter dan jati diri aparat 
pemerintah/negara, menuju aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, 
professional, netral, sejahtera, berkinerja produktif, dan berakhlak mulia.  
h. Peningkatan koordinasi, integritasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan; sesuai dengan tugas, fungsi, peran, 
wewenang, dan tanggungjawab masing – masing, dengan membangun 
mengubah  perilaku penguasa ke pelayanan masyarakat. 
 
Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 
Tahun 2011 memberikan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi sebagaimana di 
jelaskan sebagai berikut : 
1. Tidak ada korupsi 
2. Tidak ada pelanggaran / sanksi 
3. APBN dan APBD baik 
4. Semua program selesai dengan baik 
5. Semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat 
6. Komunikasi dengan public baik 
7. Penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif 
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8. Penerapan reward dan punishment secara konsisten dan 
berkelanjutan  
9. Hasil pembangunan nyata ( propertumbuhan, prolapangan kerja, 
dan propengurangan kemiskinan ; artinya, menciptakan lapangan 
pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki 
kesejahteraan rakyat).  
 
5. Reformasi birokrasi di Indonesia 
Perpres 81 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Arah Kebijakan Reformasi 
Birokrasi adalah: 
a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk 
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu 
mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (Undang-undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025). 
b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada 
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan 
pelaksanaan reformasi birokrasi (Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 
tentang RPJMN 2010-2014). 
 
Masalah patronase dalam birokrasi, oleh banyak pihak, sering dianggap 
sebagai alasan untuk melihat upaya reformasi birokrasi akan sulit berjalan mulus. 
Dalam melihat rumitnya reformasi birokrasi, hal ini menampakkan cara pandang 
yang cenderung pesimis. Reformasi birokrasi sendiri pada dasarnya merupakan upaya 
tanpa akhir dan berkelanjutan. Pertama, karena birokrasi adalah sebuah tubuh dalam 
kapasitasnya sebagai pelayan publik. Publik sendiri merupakan customer yang 
memiliki tipikalitas berbeda pada setiap jaman, baik dalam kondisi sosial-politik, 
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kebutuhan, maupun cara berkomunikasi. Kedua, teknologi yang selalu mengalami 
perkembangan yang selalu mengubah pola kebiasaan masyarakat. Paling tidak kedua 
hal inilah yang menempatkan birokrasi pada posisi harus proaktif menyesuaikan pada 
perubahan jika pelayanan publiklah raison de etre adanya birokrasi. Daripada 
menampilkan pesimisme dalam menyikapi, seharusnya optimisme dalam 
mereformasi birokrasi yang dimunculkan. 
Memang, banyak persoalan yang ada dalam birokrasi yang karena begitu 
rumitnya telah menjadi stereotip birokrasi itu sendiri. Misalnya, anggaran yang 
dialokasikan pada birokrasi begitu besar, sedangkan kinerja yang diperlihatkan justru 
sebaliknya. Di samping itu, jumlah PNS terlalu besar jika disandingkan dengan beban 
kerja efektif. Pada tahun 2005 misalnya, diketahui bahwa jumlah PNS lebih dari 3,6 
juta orang, dengan belanja pegawai (saja) sebesar 54,3 triliun rupiah. Jumlah ini 
mengalami peningkatan hingga tahun 2012 sekitar 26 persennya menjadi lebih dari 
4,6 juta orang, dengan belanja pegawai meningkat lebih dari tiga kalinya menjadi 
182,9 triliun. Tentunya, jumlah pegawai yang sangat banyak ini mengakibatkan 
munculnya potensi-potensi penyimpangan pula. 
Belakangan, reformasi birokrasi semakin menjadi tuntutan publik. 
Moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberlakukan sejak 1 
September 2011 hingga 31 Desember 2012 sendiri dimaksudkan sebagai “masa 
rehat” untuk membenahi sistem. Namun, telah menginjak separuh jalan, belum 
terdengar kabar berarti. Beberapa pihak telah mendesak Rancangan Undang-Undang 
Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) segera disahkan, yang menjadi pertanyaan, 
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apakah esensi dari formula RUU ASN tersebut telah tepat sebagai formula bagi 
pembenahan birokrasi di Indonesia?  
RUU ASN yang telah lama digodok ini pada dasarnya telah berupaya 
menyasar pembenahan sistem. Beberapa aspek telah berbeda dari peraturan 
sebelumnya (UU No. 8/1974 dan perubahannya dalam UU No. 43/1999). Antara lain 
mengenai pembenahan eselonisasi yang sebelumnya dirasa menghambat karir dalam 
birokrasi. Secara teori, diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dari para 
Aparatur Sipil Negara (pergantian nama dari Pegawai Sipil Negara). Begitu pula 
dengan adanya peluang bagi kalangan profesional dan swasta menduduki jabatan, 
untuk efektivitas dan efisiensi. Penggajian dan kesejahteraan pun menjadi perhatian, 
karena selama ini diasumsikan kinerjanya buruk dan penyimpangan disebabkan 
karena kurangnya kesejahteraan. 
Akhirnya, siapapun tidak bisa menolak bawa birokrasi merupakan sesuatu hal 
yang sangat kompleks sifatnya, sehingga tidak bisa kita lihat sebatas pandangan 
teoritis semata. Kenyataannya, birokrasi juga menyentuh sisi sosial, mentalitas, dan 
etika. Dalam catatannya di tahun 1974, seorang filsuf Prancis, Baron de Grimm, 
mengatakan bahwa terdapat ketidaksadaran akan adanya “ketidakterbatasan” 
(infinity) dalam sebuah negara, yang bahkan pemerintah pun tidak mampu 
melihatnya. De Grimm melanjutkan catatannya tersebut dengan perkataan bahwa 
“penyakit itu disebut ‘bureaumania’”. 
Birokrasi sebagai sebuah sistem terbentuk dari sekumpulan kekuasaan dan 
wewenang atas suatu bidang pelayanan masyarakat tertentu. Namun, layaknya pameo 
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klasik bahwa setiap kekuasaan akan menimbulkan kecenderungan untuk 
penyimpangan, birokrasi akan membentuk kekuatan dan mempertahankan 
kekuasaannya. Oleh karena itu, kita dapat memahami kegagalan substasial dari 
revolusi di Rusia, Jerman, dan Prancis, yang pada akhirnya, birokrasi di sana justru 
membentuk “rezim” dan memperkaya diri setelah kemenangan kaum revolusioner. Di 
Indonesia, yang menorehkan tebal bunyi „Reformasi 1998‟ dalam sejarah, nyatanya 
kondisi hari ini tidak jauh berbeda dengan masa Orde Baru tersebut. 
Persoalan hari ini adalah, bagaimana reformasi birokrasi dilakukan. Tentunya 
pembentukan rancangan UU mengenai birokrasi, apapun sebutannya, bukanlah obat 
panaseae yang dapat diharapkan menyembuhkan segala penyakit. Perlu ada upaya-
upaya lain yang bergerak dalam waktu yang sama. Lebih lanjut, belum ada konsep 
mengenai negara, pemerintahan, administrasi negara, sistem dan doktrin politiknya, 
dan kepublikan yang “tersepakati” di Indonesia ini menjadi masalah lain lagi yang 
fundamental dalam hal reformasi birokrasi, yang akan menimbulkan pertanyaan, 
“Kita akan mereformasi untuk menuju ke mana?”. (jurnal  ilmu sosial dan ilmu 
politik diakses dari www.jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id pada tanggal 6 April 2015 
Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain 
itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan 
masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing 
dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
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birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mindset serta 
cultureset yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. 
Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik 
dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi 
pelayan masyarakat dan abdi negara. Kondisi di atas dapat dikemukakan pada gambar 
berikut : 
 
Gambar 5 :  Kondisi Birokrasi yang Diinginkan 
Sumber:  Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010 – 2025 
 
Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya 
memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 
2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut: 
a. penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, 
kolusi, dan nepotisme; 
b. kualitas pelayanan publik; 
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c. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 
d. profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen 
dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan 
mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan 
antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan 
kesejahteraan yang sepadan. 
 
 Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain 
itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan 
masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing 
dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja 
birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, dan mind-set serta 
cultureset yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi. Pada tahun 
2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi 
pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat 
dan abdi negara. 
6. Permasalahan Birokrasi 
Ada beberapa permasalahan utama yang berkaitan dengan birokrasi, 
sebagaimana disebutkan dalam Perpres No. 81 tahun 2010 yaitu: 
a. Organisasi 
Organisasi pemerintahan belum tepat fungsi dan tepat ukuran (right 
sizing). 
b. Peraturan perundang-undangan 
Beberapa peraturan perundang-undangan di bidang aparatur negara 
masih ada yang tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, dan 
multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik yang 
sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan 
di bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di 
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samping itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum 
disesuaikan dengan dinamika perubahan penyelenggaraan 
pemerintahan dan tuntutan masyarakat. 
 
c. SDM Aparatur 
SDM aparatur negara Indonesia (PNS) saat ini berjumlah 4,732,472 
orang (data BKN per Mei 2010). Masalah utama SDM aparatur negara 
adalah alokasi dalam hal kuantitas, kualitas, dan distribusi PNS 
menurut teritorial (daerah) tidak seimbang, serta tingkat produktivitas 
PNS masih rendah. Manajemen sumber daya manusia aparatur belum 
dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, 
kinerja pegawai, dan organisasi.  
Selain itu, sistem penggajian pegawai negeri belum didasarkan pada 
bobot pekerjaan/jabatan yang diperoleh dari evaluasi jabatan. Gaji 
pokok yang ditetapkan berdasarkan golongan/pangkat tidak 
sepenuhnya mencerminkan beban tugas dan tanggung jawab. 
Tunjangan kinerja belum sepenuhnya dikaitkan dengan prestasi kerja 
dan tunjangan pensiun belum menjamin kesejahteraan. 
d. Kewenangan 
Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang 
dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
e. Pelayanan publik 
Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh 
lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga 
negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai 
dengan harapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju 
dan persaingan global yang semakin ketat. 
f. Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) 
Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) birokrat belum 
sepenuhnya mendukung birokrasi yang efisien, efektif dan produktif, 
dan profesional. Selain itu, birokrat belum benar-benar memiliki pola 
pikir yang melayani masyarakat, belum mencapai kinerja yang lebih 
baik (better performance), dan belum berorientasi pada hasil 
(outcomes). 
 
7. Peraturan Perundangan tentang Reformasi Birokrasi 
Birokrasi, reformasi birokrasi, dan penciptaan pelayanan publik berkualitas 
sudah menjadi komitmen pemerintah yang dituangkan dalam UU 17/2007 tentang 
RPJPN 2005-2025, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2020-2014, Perpres 29/2010 
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tentang RKP 2011, Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi (GDRB) 2010-2025 dan Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi (RMRB).  
Rencana pembangunan aparatur negara yang holistik sudah dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 
Salah satu prioritas peraturan tersebut adalah pemantapan reformasi birokrasi 
instansi. Oleh karena itu, ruang lingkup Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 difokuskan pada reformasi birokrasi pemerintah. 
Grand Design Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional selama kurun waktu 2010-2025 
agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, 
terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Kebijakan 
pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi visi pembangunan nasional, arah kebijakan 
reformasi birokrasi, visi, misi, tujuan, dan sasaran reformasi birokrasi. Grand Design 
Reformasi Birokrasi (GDRB) 2010-2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Road 
Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2010-2014. Selanjutnya, GDRB 2010-2025 dan 
RMRB 2010-2014, RMRB 2015-2019, RMRB 2020-2024, menjadi pedoman bagi 




Sedangkan dalam penjelasan Perpres No 81 Tahun 2010 dijelaskan bahwa 
Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. 
Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand 
Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali 
dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan 
selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan 
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat 
memiliki sifat fleksibilitas sebagai suatu living document. 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010-2014 merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 
tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan Nomor: 
PER/04/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. 
Penjelasan Perpres No 81 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Grand Design 
Reformasi Birokrasi menjelaskan bahwa Reformasi birokrasi merupakan upaya 
berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan 
birokrasi ke arah yang lebih baik. 
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Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam 
beberapa hal berikut: 
a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, 
dan nepotisme; 
b. Kualitas pelayanan publik; 
c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; 
d. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan 
promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu 
mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat 
dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan 
yang sepadan. 
Perda Kota Malang No. 6 Tahun 2010 tentang RPJMD Tahun 2009-2013, 
Pelayanan publik diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik yang segera disusul 5 (lima) Peraturan Pemerintah (ruang lingkup, 
sistem pelayanan terpadu, standar pelayanan, pelayanan berjenjang, dan peran serta 
masyarakat dalam pelayanan publik) dan 1 (satu) Perpres tentang Mekanisme 
Pembayaran Ganti Rugi. (Komarudin. 2011. Jurnal Sekretariat Negara RI  No. 20  
Tahun 2011 hal.144-145)  
Dalam Pasal 1 angka 6 Perda Kota Malang No. 6 Tahun 2010 tentang RPJMD  
disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen 
perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan 
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penjabaran dari visi, misi dan program  Kepala Daerah dengan berpedoman pada 
RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.  
Penelitian ini memilih implementasi Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 
Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi sebagai peraturan perundangan yang 
dijadikan sebagai landasan penelitian. Peraturan Presiden tersebut dijadikan dasar 
penelitian untuk mengetahui upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
Bagian Umum Pemerintah Kota Malang. 
Secara lebih rinci peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum 
reformasi birokrasi  lainnya yang mengatur adalah sebagai berikut: 
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
43 Tahun 1999; 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negarayang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014; 
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025; 
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 
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14. Keputusan Presiden Nomor 84/P/2009 tentang Pembentukan Kabinet 
Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014; 
15. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite 
Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi 




D. Pelayanan Publik 
1. Pengertian Pelayanan Publik 
Istilah pelayanan umum di Indonesia seringkali diidentikkan dengan 
pelayanan publik sebagai terjemahan dari public service. Di Indonesia, konsepsi 
pelayanan administrasi pemerintahan seringkali digunakan secara bersama-sama atau 
dipakai sebagai sinomin dari konsepsi pelayanan perizinan dan pelayanan umum, 
serta pelayanan publik. Menurut KEP.MEN.PAN No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, definisi pelayanan 
publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggaraan 
pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
mendefiniskan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Sedangkan menurut AG. Subarsono dalam Dwiyanto (2005:141) pelayanan 
publik didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi 
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publik untuk memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang dimaksud disini 
adalah warga negara yang membutuhkan pelayanan publik, seperti pembuatan KTP, 
akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat. 
Dalam pelayanan publik, kata publik diartikan sebagai keterlibatan institusi – 
institusi bukan pemerintah seperti sektor bisnis maupun institusi yang dibuat oleh 
masyarakat bersama – sama pemerintah dalam menjalankan fungksi pemerintahan. 
Pelayanan public mempunyai pengertian yang sangat beragam seiring banyaknya 
akademis – akademis yang menfokuskan pengkajiannya terhadap pelayanan publik. 
Sampara Lukman dalam Kambu dan Karim, 2008;138) mengemukakan bahwa 
“pelayanan publik adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan 
menyediakan kepuasan pelanggan”.  
Sementara menurut Alamsyah (2011:357) “Pelayanan publik merupakan 
sebagai aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah, individu, kelompok, 
organisasi, dan yang lainnya (the others) yang bersinggungan dengan kepentingan 
keseluruhan populasi penduduk”. Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik 
merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh institusi pemerintah maupun 
otoritas tertentu yang telah diberi mandat oleh pemerintah sesuai dengan peraturan 
perundang – undangan dengan tujuan untuk memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan 
publik dengan berorientasi kepada kepuasan publik. Namun apabila merujuk kepada 
beberapa peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai definisi dari pelayanan 
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publik, berdasarkan Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 
Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah : 
“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di 
pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau 
Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik 
dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam 
rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan”. 
 
Sedangkan Menurut Undang – Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 
Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud pelayanan publik adalah : 
Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang – undangan bagi setiap 
warga negara dan penduduk atas barang, jada dan/atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
 
 Pemberian pelayanan publik oleh pemerintah merupakan konsekuensi logis 
dari fungsi utama dari pemerintah itu sendiri, karena tugas – tugas pemerintah adalah 
menjalankan fungsi – fungsi pemerintah. Dalam aktivitasnya dalam memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat, pemerintah membagi jenis pelayanan publik 
secara umum menjadi tiga kelompok yaitu : pelayanan administratif, pelayanan 
barang, dan pelayanan jasa dengan tujuan agar dapat memudahkan pemerintah 
menjalanjan aktivitasnya dalam memberikan pelayanan publik. Untuk mengetahui 
penjelasan mendalam mengenai tiga kelompok pelayanan publik tersebut, adapun 
berdasarkan Keputusan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 
2003 pelayanan publik dibagi kedalam tiga kelompok besar, yaitu : 
1. Pelayanan Administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 
bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik, seperti kewarganegaraan, 
sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang 
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dan sebagainya, yang termasuk dalam kelompok ini adalah KTP, BPKP, 
SIM STNK, IMB, Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, dan 
sebagainya. 
2. Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 
atau jenis barang yang digunakan oleh publik, yang termasuk dalam 
kelompok ini misalnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, dan 
sebagainya. 
3. Pelayanan Jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa 
yang dibutuhkan oleh publik, yang termasuk dalam kelompok ini adalah 
pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, 
dan sebagainya.  
 
Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan di atas, maka pelayanan publik 
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang 
publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan 
Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka upaya pemenuhan 
kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
2. Karakteristik Pelayanan Publik 
Melihat berbagai pengertian yang sudah dijelaskan mengenai pengertian 
pelayanan dan pengertian pelayanan publik, oleh karena itu berbagai aktivitas 
mengenai pelayanan harus dibedaksn dsn pada dasarnya memiliki karakteristik 
tertentu. Karakterisktik mengacu pada sesuatu hal yang bersifat khusus, karakterisktik 
pelayanan publik merupakan ciri khas yang pada suatu pelayanan publik itu sendiri. 
Secara universal karakteristik pelayanan publik menurut Alamsyah 
(2011:366-368) dapat dirincikan sebagai berikut : 
a. Pelayanan publik berorientasi kepentingan publik 
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b. Konsenkuensi ciri pelayanan publik berorientasi kepentingan publik 
adalah para pelayan publik tidak boleh bebas nilai (value free) 
c. Proses pelayanan publik itu harus partisipatif dan memberdayakan, fast, 
flexible, dan friendly (Milner, 2002: 15), ekonomis (efisiensi, efektif, dan 
produktif), berkeadilan sosial dan ekologis (Baxter, 2005; Low & 
Gleeson, 1998), serta akuntabel secara horizontal, vertical, societal 
(Mainwaring & Welna, 2003), internal dan eksternal (sperling,2009), 
responsive dan transparan. 
d. Tindakan para pelayan publik mempertimbangkan etika tertentu (Lewis & 
Gilma, 2005 :22) 
e. Sistem dan proses pelayanan publik dibangun atas dasar aturan, hukum, 
dan kesepakatan tertentu.  
 
Karakteristik pelayanan publik pada dasarnya memang bersifat universal, 
karenan pelayanan publik pada aktivitasnya disetiap Negara baik didalam apapun 
harus berorientasi pada kepentingan publik. 
3. Asas dan Prinsip Pelayanan Publik 
Dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah perlu 
menerapkan apa yang menjadi asas dan prinsip pelayanan publik untuk membantu 
berjalannya penyelengaraan pelayanan yang berkualitas. Adapun asas pelayanan 
publik menurut pasal 4 Undang – Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 
2009 pasal 4, yaitu : 
a. Kepentingan umum, yaitu : pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan. 
b. Kepastian hukum, yaitu : jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelengaraan pelayanan. 
c. Kesamaan hak, yaitu : pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu : pemenuhan hak harus 
sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi 
maupun penerima pelayanan. 
e. Keprofesionalan, yaitu : pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 
yang sesuai dengan bidang tugas. 
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f. Partisipatif, yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 
dan harapan masyarakat. 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu : setiap warga negara 
berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
h. Keterbukaan, yaitu : setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 
diinginkan. 
i. Akuntabilitas, yaitu : proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 
undangan. 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam 
pelayanan. 
k. Ketepatan waktu, yaitu : penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 
tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan. 
l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan, yaitu setiap jenis pelayanan 
dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau. 
 
Sedangkan prinsip – prinsip dalam pelayanan publik menurut Islami (1999: 4) 
adalah : 
1. Prinsip aksesbilitas, yaitu pada hakekatnya setiap jenis pelayanan harus 
dapat dijangkau oleh setiap pengguna pelayanan tempat, jarak dan sistem 
pelayanan harus sedapat mungkin dekat dan mudah dijangkau oleh 
penggunan pelayanan 
2. Prinsip kontinuitas, yaitu bahwa setiap pelayanan harus secara terus 
menerus tersedia bagi masyarakat dengan kepastian dan kejelasan 
ketentuan yang berlaku bagi pelayanan tersebut 
3. Prinsip teknikalitas, yaitu bahwa setiap jenis pelayanan, proses 
pelayananya harus ditangani oleh tenaga yang benar – benar memahami 
secara teknis pelayanan tersebut berdasarkan kejelasan, ketepatan, dan 
kemantapan sistem, prosdur, dan instrument pelayanan 
4. Prinsip profitabilitas, yaitu bahwa proses pelayanan pada hakekatnya 
harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan 
keuntungan ekonomis dan social baik bagi pemerintah maupun 
masyarakat 
5. Prinsip akuntabilitas, yaitu proses, produk, dan mutu pelayanan yang 
telah diberikan harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, 
karena aparat pemerintah itu pada hakekatnya mempunyai tugas 




Untuk menwujudkan Pelayanan publik yang berkualitas adalah aktivitas yang 
penyelenggaraannya berdasarkan asas dan prinsip pelayanan publik. Asas dan prinsip 
penyelenggaraan pelayanan publik ini juga akan menjadi pedoman masyarakat dalam 
menuntut hak – haknya untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. 
4. Standar Pelayanan Publik 
Disetiap institusi atau organisasi pemberi layanan, pasti akan mempunyai 
standar pelayanan yang telah ditetapkan walaupun berbeda – beda penetapan 
standarisasi pelayanannya, hal imi bertujuan sebagai jaminan adanya kepastian 
layanan kepada para konsumen atau pengguna layanan tersebut. Pemerintah dalam 
menyelenggarakan pelayanan publik juga harus mempunyai standar pelayanan 
publik, hal ini dijelaskan oleh Hardiyansyah (2011;28) bahwa setiap penyelenggaraan 
pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan, sebagai jaminan adanya 
kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima 
pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Menurut Hardiyansyah 
(2011:28) standar pelayanan publik adalah : 
“setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar 
pelayanan, sebagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam 
pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi penerima pelayanan dalam 
proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuran 
yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai 
pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara 
layanan, baik pemberi atau penerima pelayanan.” 
 
Dari pemaparan mengenai pentingnya standarisasi pelayanan publik, oleh 
karena itu Pemerintah harus menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik 
sesuai dengan jenis dan karakteristik layanan tugas pokok dan fungsi 
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lembaga/organisasi serta memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang 
terus berubah. Adapun sejauh ini standar pelayanan publik menurut Keputusan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang 
– kurangnya meliputi : 
a. Prosedur pelayanan 
Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima 
pelayanan termasuk pengaduan. 
b. Waktu penyelesaian 
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajaun permohonan 
sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan. 
c. Biaya pelayanan 
Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses 
pemberian pelayanan. 
d. Produk pelayanan 
Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
e. Sarana prasarana 
Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh 
penyelenggaraan pelayanan publik. 
f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan 
Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 
yang dibutuhkan. 
 
Disamping itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003, mengenai standar pelayanan meliputi : 
1. Prosedur Pelayanan  
Dalam hal ini harus ditetapkan standar prosedur pelayanan yang 
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk prosedur 
pengaduan 
2. Waktu Penyelesaian 
Harus ditetapkan standar waktu penyelesaian pelayanan yang ditetapkan 
sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan 
termasuk pengaduan 
3. Biaya Pelayanan 
Harus ditetapkan standar biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang 
ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. Hendaknya setiap 
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kenaikan tarif/biaya pelayanan diikuti dengan peningkatan kualitas 
pelayanan 
4. Produk Pelayanan 
Harus ditetapkan standar produk (hasil) pelayanan yang akan diterima 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan harga pelayanan 
yang telah dibayarkan oleh masyarakat, mereka akan mendapat pelayanan 
berupa apa saja 
5. Sarana Dan Prasarana 
Harus ditetapkan standar sarana dan prasarana pelayanan yang memadai 
oleh penyelenggara pelayanan publik 
6. Kompetensi Petugas Pemberi Pelayanan  
Perlu ditetapkan standar kompetensi petugas pemberi pelayanan 
berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku 
yang dibutuhkan. 
 
Standar pelayanan publik yang baik adalah standar pelayanan yang dalam 
perumusan dan penyusunannya tidak lepas dari peran serta masyarakat luas serta 
pemangku kepentingan lainnya dan tetap berpedoman pada kepentingan publik.  
5. Kualitas Pelayanan Publik 
Menurut Brady dan Conin dijelaskan bahwa “kualitas pelayanan merupakan 
perbandingan antara kenyataan atas pelayanan yang diterima dengan harapan atas 
pelayanan yang ingin diterima” (Afrial, 2009:88). Sedangkan ditambahkan oleh 
parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Samosir (2005;28) “kualitas pelayanan 
adalah perbandingan yang diharapkan konsumen dengan pelayanan yang 
diterimanya”. Dari pengertian berbagai pakar tersebut dapat dipahami bahwa 
masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan 
perbandingan pengalaman yang pernah dirasakan dnegan apa yang diharapkan atas 
pelayanan tersebut. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa didalam suatu 
organisasi, konsep kualitas pelayanan menjadi ukuran keberhasilan organisasi yang 
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dimaksud baik itu pada organisasi bisnis maupun juga pada organisasi yang bertugas 
untuk menyediakan pelayanan publik.  
Untuk menilai kualitas pelayanan publik itu sendiri terdapat sejumlah 
indikator yang dapat digunakan. Menurut Lenvie (1990: 188) dan Dwiyanto (2005), 
maka produk pelayanan publik didalam negara demokrasi setidaknya harus 
memenuhi tiga indikator, yaitu responsiveness, responsibility, dan accountability. 
1. Responsiveness atau responsivitas adalah daya tanggap penyedia layanan 
terhadap harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan 
2. Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 
menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan public itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip atau ketentuan – ketentuan 
administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan 
3. Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan 
seberapa besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan 
kepentingan stakeholders dan norma – norma yang berkembang dalam 
masyarakat. 
 
Kemudian menurut Sinambela (2008:6) secara teoritis, tujuan pelayanan 
publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu 
dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari : 
a. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 
memadai serta mudah dimengerti 
b. Akuntabilitas, yakni pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 
c. Kondisional, yakni pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 
kemampuan pemberi dan peneriman layanan dengan tetap berpegang 
pada prinsip efisiensi dan efektifitas 
d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan 
memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat 
e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan, status 
sosial dan lain – lain 
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f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 
pelayanan publik. 
 
6. Pelayanan Prima  
Eksistensi organisasi saat ini dihadapkan pada perubahan pada perubahan 
besar akibat revolusi (Transportation, Telecomunication, dan Tourism). Intensitas 
perubahan ini membuat sesuatu yang tidak pasti, bahkan perubahan telah menjadi 
persoalan hidup dan mati “if you don’t change you die”. Merupakan tantangan seperti 
dikemukakan Prahalad dalam Sedarmayanti (2009 : 249) : 
“kepemimpinan adalah bagaimana memanage perubahan, sehingga perubahan 
itu adaptif. Artinya diperlukan kemampuan dan langkah nyata untuk menggali 
dan menciptakan, menggalang dan mengembangkan sumber daya manusia 
dan organisasi untuk mencapai tujuan ideal organisasi secara total” 
 
Pelayanan prima adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 
(masyarakat) minimal sesuai dengan standar pelayanan ( cepat, tepat, akurat, murah, 
ramah). Hal ini yang melekat dalam pelayanan prima : 
a. Keramahan  
b. Kredibilitas 
c. Akses penampilan fasilitas 
d. Kemampuan dalam menyajiakan pelayanan 
Terdapat 14 unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks 
kepuasan masyarakat menurut Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara 
Nomor 63 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :  
a. Prosedur pelayanan : kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan 
55 
 
b. Prasyarat pelayanan : prasyarat teknis dan administrative yang diperlukan 
untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan 
c. Kejelasan petugas pelayanan : keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan ( nama, jabatan serta kewenangan dan 
tanggungjawabnya ) 
d. Kedislipinan petugas pelayanan : kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai 
ketentuan yang berlaku 
e. Tanggung jawab petugas pelayanan : kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 
f. Kemampuan petugas pelayanan : tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat 
g. Kecepatan pelayanan : target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 
waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan : pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani 
i. Kesopanan dan keramahan petugas : sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta 
saling menghargai dan menghormati 
j. Kewajaran biaya pelayanan : keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnay biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan 
k. Kepastian biaya pelayanan : kesesuaian antara  biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditetapkan 
l. Kepastian jadwal pelayanan : pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan 
ketentuan yang telah ditetapkan 
m. Kenyamanan lingkungan : kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 
bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
penerima palayanan 
n. Keamanan pelayanan : terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit 
penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 
masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko – 
risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.  
 
Strategi pelayanan prima yang mengacu kepuasan / keinginan pelanggan 
dapat ditempuh melalui : 
a. Implementasi visi misi pelayanan pada semua tingkat yang terkait dengan 
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (pelanggan) 
b. Hakikat pelayanan prima disepakati untuk dilaksanakan oleh semua 
aparatur yang memberi pelayanan 
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c. Dalam pelaksanaan pelayanan prima, didukung sistem dan lingkungan 
yang dapat memotivasi anggota organisasi untuk melaksanakan pelayanan 
prima. 
d. Pelaksanaan pelayanan prima aparatur pemerintah, didukung sumber daya 
manusia, dana dan teknologi canggih tepat guna 
e. Pelayanan prima dapat berhasil guna, apabila organisasi menerbitkan 
standar pelayanan prima yang dapat dijadikan pedoman dalam melayani 
dan panduan bagi pelanggan yang memerlukan jasa pelayanan 
 
Standar pelayanan prima dapat diwujudkan melalui :  
a. Konsepsi penyusutan standar pelayanan prima 
1) Concept (gagasan terbaru dan tercanggih) 
2) Competency (kemampuan beroperasi pada standar yang tinggi 
dimana saja 
3) Connection (hubungan yang baik) 
b. Prinsip pengembangan pelayanan prima : 
1) Rumusan organisasi 
2) Penyebaran visi dan misi 
c. Sasaran pelayanan yang “ SMART” 
1) Specivic (spesifik) 
2) Measurable (dapat diukur) 
3) Achievable (dapat dicapai) 
4) Relevant (sesuai kepetingan) 
5) Timed (jelas waktu 
 
7. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara 
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Organisasi 
Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara 
adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk 
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 
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yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dalam Pasal 14 UU 
No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan penyelenggara memiliki 
hak:  
a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya 
b. Melakukan kerjasama 
c. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik 
d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai 
dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;dan  
e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan.  
 
Dalam Pasal 15 UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
penyelenggaran berkewajiban:  
a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan 
b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan 
c. Menempatkan pelaksana yang kompeten 
d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang 
mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai 
e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas 
penyelenggaraan pelayanan publik 
f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan 
g. berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik 
h. memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang 
diselenggarakan 
i. membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya 
j. bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara 
pelayanan publik 
k. memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku 
apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi 
atau jabatan; dan  
l. memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau 
melaksanakan perintah  
m. suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari 
lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan 










A.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 
yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan 
dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 
manfaat alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, 
gejala, keadaan, dan tidak bermaksud menguji hipotesis (Moleong, 2005:6) Tujuan 
dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan 
secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifatserta 
hubungan antar fenomena yang ddiselidiki (Nazir, 2003:54). 
Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk 
memperoleh gambaran secara kualitatif lebih banyak di dominasi oleh kata-kata, 
kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data angka meskipun tidak 
menutup kemungkinan ditampikan tabel atau grafik sebagai pendukung kelengkapan 
data yang digunakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus 
yaitu penelitian secara rinci mengenai suatu obyek tertentu dalam kurun waktu 
tertentu. Alasan dipilihnya metode penelitian ini adalah untuk memahami secara 
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aktual mengenai implementasi Peraturan Presiden tahun 2010 tentang grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
 
B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau 
permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan 
tidak meluas serta relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan rumusan 
masalah dan tujuan yang ingin dicapai, fokus dalam penelitian ini adalah : 
1. Proses implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi, meliputi : 
a. Faktor komunikasi 
b. Sumber daya 
c. Disposisi 
d. Struktur birokrasi 
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses implementasi kebijakan 
grand design reformasi birokrasi, meliputi : 
a. Faktor yang mendukung meliputi : 
1) Faktor internal adalah pemerintah yang terlibat dalam pembuatan 
kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan 
2) Faktor eksternal adalah tuntutan dari masyarakat yang mendesak adanya 




b. Faktor yang menghambat meliputi : 
1) Faktor internal adalah keterbatasan dana yang diperlukan untuk 
mengimplementasikan kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam 
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang 
2) Faktor eksternal adalah kurangnya kepedulian masyarakat terhadap 
kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang 
3. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang 
melalui pelayanan prima meliputi : 
a. Keramahan 
b. Kredibilitas 
c. Akses penampilan fasilitas 
d. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan. 
 
C. Lokasi dan Situs Penelitian 
Moleong (2011:128) mengemukakan bahwa lokasi penelitian merupakan 
tempat peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau 
peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan 
data-data penelitian yang akurat. Pada penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang 
ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki dengan 
menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Berdasarkan 
pemaparan diatas penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kota Malang dengan 
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pertimbangan pemerintah kota Malang adalah salah satu kota yang memiliki birokrasi 
yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Situs penelitian adalah 
tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang 
diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah bagian Organisasi  
Pemerintah Kota Malang. 
 
D. Jenis dan  Sumber Data 
Pada penelitian kualitatif, jenis dan sumber data dipilih secara purposive yaitu 
dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu dan bersifat snowball sampling yaitu 
dimana unit sampel yang dipilih makin lama semakin terarah sejalan dengan makin 
terarahnya fokus penelitian (Henny, Skripsi, 2014:68). Sementara itu, Menurut 
Lofland dan Lofland  dalam Moleong (2011:157) bahwa sumber data utama dalam 
penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan 
seperti dokumen dan lain-lain.  
Berdasarkan jenisnya, data penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, 
sebagai berikut :  
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 
dicatat untuk pertama kalinya karena menggunakan pendekatan kualitatif, maka 
peneliti tidak menggunakan kuesioner, namun menggunakan metode wawancara 
dalam pengumpulan data primer, sehingga sumber data dalam penelitian ini 
disebut informan. Untuk memperoleh data primer, peneliti mengambil sumber 
data dari bagian Organisasi Pemerintah Kota Malang 
62 
 
b. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya, 
melainkan lewat dokumen-dokumen yang banyak memuat informasi yang bisa 
mendukung penelitian, peneliti juga langsung mendatangi situs penelitian yang 
menurut peneliti bisa memberikan data-data sekunder sebagai pendukung dalam 
penelitian ini, sebagaimana yang telah dijelaskan pada fokus dan situs penelitian 
di atas.  Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dari buku-
buku atau literatur, Peraturan Perundang-undangan, penggalian data dari internet 
serta dokumen-dokumen, pelaksanaan implementasi kebijakan grand design 
reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Malang. Beberapa data sekunder yang 
dapat dijadikan sumber dalam pengambilan data antara lain seperti: 
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2015 
2. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
3. Peraturan Walikota Malang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019 
Sumber data dalam penelitian ini adalah menyangkut sumber data yang dapat 
memberikan dan mengungkapkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji 




a. Narasumber (informan) 
Dalam penelitian kuantitatif sumber data ini disebut”Responden”, yaitu orang 
yang memberikan “Respon” atau tanggapan terhadap apa yang diminta atau 
ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif posisis nara 
sumber sangat penting, bukan skedar memberi respon, melainkan juga sebagai 
pemilik informasi. Karena itu, ia disebut informan (orang yang memberikan 
informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subyek yang 
diteliti. Karena ia juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil 
tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan.Dalam hal ini 
peneliti mendapatkan sumber data dari anggota bagian Orgainsasi Sekretariat 
Daerah Kota Malang yang bernama Bapak Arief Zubaidy dan Bapak Heri 
Sumarsono. 
b. Tempat dan Peristiwa 
Tempat dan peristiwa sebagai sumber data tambahan yang dilakukan melalui 
kegiatan observasi langsung terhadap tempat dan peristiwa yang berkaitan 
dengan implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengenai tempat atau lokasi yang 
dijadikan peneliti dalam pengambilan data adalah di salah satu instansi yang 
dibentuk Pemerintah Kota Malang yaitu di bagian Organisasi Sekretariat 





Dokumen yaitu teknik dokumentasi yang dipakai untuk memperoleh data 
melalui bahan – bahan tertulis berupa peraturan atau kebijakan – kebijakan 
yang lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Selain itu 
peneliti juga mencari data yang berhubungan dengan profil lokasi penelitian. 
Teknik ini dilaksanakan dalam rangka melengkasi informasi peneliti dan 
untuk mendapatkan data yang akurat.  
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono,2008:224). Sugiyono 
(2012:225) membedakan teknik pengumpulan data menjadi empat bagian yaitu 
observasi, interview, dokumentasi, dan gabungan ketiganya (triangulasi). Oleh karena 
itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini, maka peneliti 
menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut sebagai berikut : 
a. Observasi 
Proses pengumpulan data untuk penelitian ilmiah tertentu memperhatikan 
sendiri berbagai fenomena, dengan menggunakan pengamatan. Observasi atau 
pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap 
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kejadian, gejala, atau sesuatu (Emzir, 2012:37). Pengamatan dilakukan untuk 
melihat interaksi nyata antara objek penelitian dengan pihak-pihak yang 
terlibat langsung dalam implementasi kebijakan grand desigh reformasi 
birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah 
Kota Malang. 
b. Wawancara / interview 
Hasan dalam Emzir (2012:50) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi 
bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan 
salah seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau 
ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan 
keyakinannya. Pada bentuknya yang paling sederhana wawancara terdiri atas 
sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 
seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan peneliti merekam 
jawaban-jawabannya sendiri. 
Pada penelitian ini wawancara digunakan untuk mendapatkan jawaban secara 
langsung dari narasumber terkait implementasi kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di 
Pemerintah Kota Malang. Wawancara/interview ini dilakukan pada waktu dan 
saat yang tepat untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya dan dapat 
mengungkap tentang implementasi kebijakan grand design reformasi 
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birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah 
Kota Malang. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencatat informasi 
yang riil berupa dokumen, catatan, dan laporan tertulis serta relevan dengan 
tujuan penelitian. Metode ini dipergunakan sebagai pelengkap dari metode 
wawancara maupun pengamatan dan diharapkan akan dapat lebih melengkapi 
data yang belum terekam dan dapat dipertanggung jawabkan kebenaranya.  
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian menurut Arikunto (2006:136) adalah alat atau fasilitas 
yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih 
mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis 
sehingga lebih mudah diolah. Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau 
alat penelitian adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2012: 222). Instrument atau alat 
yang digunakan antara lain : 
a. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpulan data utama, terutama pada 
saat wawancara dan analisa data. Peneliti menggunakan alat panca indra untuk 
melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena 
yang terjadi di lapangan 
b. Pedoman wawancara atau interview guide 
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Peneliti menggunakan interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara 
interview bebas dengan interview terpimpin. Dalam melaksanakan interview ini 
pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang 
hal-hal yang akan ditayangkan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan 
yang dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan 
untuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan 
yang diangkat. 
c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis 
yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikiran 
dalam rangka pengumpilan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan 
lapangan maka peneliti juga memanfaatkan alat perekam, agar mudah dalam 
mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara. 
 
G.  Metode Analisis Data 
Penelitian ini menggunakan analisa data triangulasi, dimana peneliti 
menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai sumber (orang, waktu 
dan tempat) yang berbeda. Data yang akan diteliti direkam dan dicatat melalui 
pengamatan langsung dan wawancara mendalam tidak terstruktur dan juga 
menggunakan dokumentasi sebagai teknik triangulasi ini memerlukan proses dan 
waktu yang cukup panjang. 
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Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data 
kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 
dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati 
dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan 
reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam 
satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, 
kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. 
Berdasarkan hal diatas analisa dalam penelitian ini adalah model analisa interaktif 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 komponen. Alur 
kegiatan analisa kualitatif menurut Miles,Huberman, dan Saldana (2014:33) meliputi: 
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, 
dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang 
hal yang tidak dipiperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus 
selama proses penelitian berlangsung. reduksi data yang digunakan oleh 
peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang kepagawaian serta 
menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah. 
2. Kondensasi Data (Data Condensation) 
Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan memberakan 




3. Penyajian Data (Data Display) 
Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 
keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam 
bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang 
memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian 
data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian pelihat gambaran secara 
keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk 
yang lebih sederhana dan mudah dipahami 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
Verifikasi yaitu peneliti berusaha mengambarkan dari data yang dikumpulkan 
dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi 
merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan 
data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. 
Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah 
kemudian di sajikan secara sistematis senhingga dapat ditarik kesimpulan. 
  Berdasrkan analisa dan uraian diatas dalam penyajian data, masalah 
reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara 
berurutan sebagai rangkaian analisis. Sehingga dalam penulisan skripsi dapat 












Gambar 5 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif  
Sumber : Analisis Miles,Huberman,Saldana 2014:33 
 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi  Penelitian 
1. Gambaran Umum Kota Malang 
Kota Malang juga dikenal sebagai kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah 
Kota Surabaya. Tatanan Kota Malang yang cukup baik dipengaruhi juga dengan 
potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang diberdayakan dengan cukup 
baik dalam hal pemerintahan, ekonomi, politik serta dalam menjaga budaya kota yang 
masih terjaga sehingga masih memiliki ciri khas tersendiri sehingga menjadikan Kota 
Malang sebagai kiblat bagi kota-kota kecil yang ingin bergerak untuk menjadi kota 
berkembang. Kota Malang terletak pada: 07° 54' 40" hingga 08° 3' 5" Lintang Selatan 
dan 112° 34' 13" - 112° 41' 39" Bujur Timur, dan merupakan kota yang memiiki 
daratan yang rata-rata lebih tinggi dari daerah lain di Provinsi Jawa Timur yaiut 
berada di ketinggian 400-650m diatas permukaan laut (dpl). Kota malang memiliki 
luas dengan luas wilayah 110,06 km
2
, dikeliling gunung-gunung antara lain: 
a. Gunung Arjuno di sebelah Utara 
b. Gunung Tengger di sebelah Timur 
c. Gunung Kawi di sebelah Barat 
d. Gunung Kelud di sebelah Selatan 
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Wilayah administratif Kota Malang dibagi menjadi 5 kecamatan, dimana tiap 
kecamatan memiliki kelurahan, Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). 
Pembagian 5 kecamatan Kota Malang adalah sebagai berikut: 
a. Kecamatan Klojen  : 11 Kelurahan, 89 RW, 676 RT 
b. Kecamatan Blimbing  : 11 Kelurahan, 120 RW, 834 RT 
c. Kecamatan Kedungkandang : 12 Kelurahan, 102 RW, 764 RT 
d. Kecamatan Sukun  : 11 Kelurahan, 79 RW, 692 RT 
e. Kecamatan Lowokwaru : 12 Kelurahan, 115 RW, 683 RT 
Total seluruh jumlah penduduk Kota Malang berdasar atas data regristasi 
penduduk yang dikoordinasi oleh Biro Pusat Kota Malang tahun 2006 dalam Kota 
Malang Dalam Angka Tahun 2006 sebesar 807.136 jiwa yang terbagi atas Klojen = 
103.928 jiwa, Blimbing = 167.239 jiwa, Kedungkandang = 177.530 jiwa, Sukun = 
174.184 jiwa, dan Lowokwaru = 190.422 jiwa. Selain itu Kota Malang memiliki 
dinamika penduduk yang selalu ditandai oleh urbanisasi dari daerah lain. Dengan 
demikian pertambahan jumlah penduduk bukan semata-mata disebabkan oleh 
kelahiran, tapi dapat juga disebabkan oleh migrasi penduduk dari daerah lain. Tingkat 
kepadatan penduduk tidak merata disetiap kecamatan. 
a. Visi Kota Malang  
“MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT" 
Misi Kota Malang   
1. Menciptakan masyarakat yang makmur, berbudaya dan terdidik 
berdasarkan nilai-nilai spiritual yang agamis, toleran dan setara 
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2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adil, terukur dan 
akuntabel 
3. Mengembangkan potensi daerah yang berwawasan lingkungan yang 
berkesinambungan, adil, dan ekonomis 
4. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kota malang sehingga 
bisa bersaing di era global 
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat kota malang baik fisik, 
maupun mental untuk menjadi masyarakat yang produktif 
6. Membangun kota malang sebagai kota tujuan wisata yang aman, 
nyaman, dan berbudaya. 
7. Mendorong pelaku ekonomi sektor informal agar lebih produktif dan 
kompetitif. 
8. Mendorong produktivitas industri dan ekonomi skala besar yang 
berdaya saing, etis dan berwawasan lingkungan 
9. Mengembangkan sistem transportasi terpadu dan infrastruktur yang 
nyaman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
b. Secara Pemerintahan 
 Secara administrasi pemerintahan Kota Malang dipimpin oleh seorang 
walikota dan wakil walikota yang dipilih langsung oleh rakyat Malang dalam 
pemilihan walikota Malang setiap lima tahuns ekali. Walikota Malang 
membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai 
oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi kelurahan-kelurahan yang 
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dikepalai oleh seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran 
pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota. Pemilihan walikota dan 
wakil walikota secara langsung pertama di kota Malang pertama kali 
diselenggarakan pada tahun 2008, setelah sebelumnya walikota dan wakilnya 
dipilih oleh anggota DPRD kota. Wali Kota danWakilWali Kota Malang saat 
ini adalah Muhammad Anton dan Sutiaji yang berasal dari Partai Kebangkitan 
Bangsa. 
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
 Secara konstitusional, DPRD Kota Malang merupakan perwakilan 
rakyat yang dipilih langsung oleh warga Malang pada pemilu legislatif setiap 
lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 adalah 45 
orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (11 kursi), PKB (6 kursi), dan 
Partai Golkar (5 kursi). Pimpinan DPRD Kota Malang periode 2014-2019 
terdiri dari Arif Wicaksono (Ketua; PDI-P), Zainudin (Wakil Ketua; PKB), 
Rahayu Sugiarti (Wakil Ketua; Golkar), dan Wiwik Hendri Astuti (Wakil 
Ketua; Demokrat) yang resmi menjabat sejak 16 Oktober 2014.  
d. Potensi Ekonomi 
 Sebagai daerah yang mempunyai peran sebagai pengatur arus barang 
dan jasa, maka jelaslah Kota Malang mengalami pertumbuhan ekonomi yang 
cukup pesat. Struktur perekonomian yang mempengaruhi besaran PDRB 
Malang Raya lebih banyak disumbang sektor perdagangan, hotel, dan restoran 
(PHR) untuk Kota Batu dan Kota Malang. Sedangkan untuk Kab. Malang 
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disumbang sektor pertanian. Struktur ekonomi Kota Malang yang 
mempengaruhi PDRB Malang Raya sebagian besar disumbang sektor PHR 
dengan proporsi 43%, selanjutnya industri 29%, jasa-jasa 13%, keuangan, 
persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 7%, angkutan dan komunikasi 3%, 
bangunan 3%, serta listrik, gas, dan air 2%. Untuk Kabupaten Malang, justru 
proporsi pada sektor pertanian 28%, PHR sebesar 27%, industri 19%, jasa-
jasa 13%, keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sebesar 4%, angkutan 
dan komunikasi 3%, pertambangan dan penggalian 3%, bangunan 2%, serta 
listrik, gas, dan air 1%. Perekonomian Kota Malang ditunjang dari berbagai 
sektor, diantaranya industri, jasa, perdagangan, dan pariwisata. Sebagai kota 
terbesar kedua di JawaTimur, menjadikan laju ekonomi Malang merupakan 
yang terpenting kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang juga 
merupakan tempat berdirinya dan berkembangnya perusahaan rokok Bentoel. 
Di bidang pariwisata, suasana Malang yang sejuk dan terletak di dataran 
tinggi seperti saudaranya Kota Batu, membuat wisatawan baik domestic 
maupun mancanegara tertarik untuk mengunjung iMalang. Di Malang juga 
banyak dijumpai hotel dan rumah singgah/guest house mewah yang 
mengakomodir kunjungan wisatawan. 
e. Potensi Pariwisata 
1. Museum dan perpustakaan 
2. Monumen dan tugu peringatan 
3. Taman dan pasar wisata 
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4. Sarana olahraga 
5. Mall dan pusat perbelanjaan 
6. Bioskop 
7. Agkutan pariwisata 
8. Akomodasi 
9. Industri, dll 
2. Bagian Organisasi  Pemerintah Kota Malang 
Model implementasi menurut George C. Edward III yang salah satunya 
berisikan bahwa Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesiennya 
implementasi sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek 
seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit 
organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi 
dengan organisasi luar dan sebagainya.(Widodo, 2011:107) 
a. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
Dalam hal ini, pemerintah Kota Malang juga memiliki bagian organisasi yang 








Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
 
 
b. Kedudukan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
Organisasi Pemertintahan Kota Malang memiliki kedudukan, tugas pokok 
serta fungsi yang akan menjadi panduan bagi bagian organisasi tersebut untuk 
bertindak dalam melakukan berbagai hal. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kota Malang dipimpin oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugasnya 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Administrasi Pemerintahan. 
f. Tugas Pokok 
Setiap Badan pemerintah yang diatur oleh undang-undag yang berlaku di 
suatau Negara memiliki tugas sangat banyak dalam mengimplementasikan 
kebijakan yang berlaku bagi suatu daerah yang ditangani. Bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kota Malang sendiri mempunyai tugas pokok melaksanakan 
penyusunan bahan perumusan kebijakan pengembangan kinerja, penataan 





Dalam melaksanakan tugas pokok, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Malang menyelenggarakan fungsi: 
1. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang perumusan 
kebijakan pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 
2. Perumusan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah. 
3. Penyusunan bahan perumusan uraian tugas dan kewajiban serta fungsi dan 
tatakerja Perangkat Daerah. 
4. Penyusunan pedoman pengembangan kinerja pemerintah daerah. 
5. Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah. 
6. Pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan pengembangan kinerja, 
akuntabilitas kinerja, monitoring dan evaluasi pengembangan kinerja. 
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. 
8. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
Sekretariat Daerah. 
9. Penyusunan Penetapan Kinerja (PK) Daerah dan Penetapan Kinerja (PK) 
Sekretariat Daerah. 
10. Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan dan 
penetapan sistem dan prosedur tetap penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 
11. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). 
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12. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan 
Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA). 
13. Penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil 
Pemeriksaan. 
14. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM). 
15. Penyusunan Laporan Umum Tahunan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 
(SPM). 
16. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar 
Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat Daerah. 
17. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI). 
18. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau 
pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan 
untuk memperbaiki kualitas layanan. 
19. Pelaksanaan pengelolaan pengaduan di bidang kebijakan pelaksanaan 
pengembangan kinerja, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan. 
20. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan 
publik secara berkala melalui website Pemerintah Daerah. 
21. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, 
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepustakaan dan 
kearsipan. 
22. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. 
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23. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan 
tugas pokoknya melalui Asisten Administrasi Pemerintahan. 
 
B. Hasil Penelitian   
Peneliti menyajikan data hasil observasi sesuai fokus penelitian, dokumen 
yang meliputi Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi dalam 
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayan Publik yang sesuai dengan studi Implementasi 
Pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Malang serta 
faktor pendukung dan penghambat dalam setaip implementasi kebijakan yang 
diterapkan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta 
relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Sehingga data tersebut akan dibahas 
sebagai berikut: 
1. Proses Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 
Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 
publik. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah Kota Malang, peneliti menggunakan metode penelitian yang diambil 
berdasar model Implementasi Kebijakan yang diterapkan di publik oleh George 
Edward III terdapat beberapa variable kebijakan diterapkan yang mempengaruhi 
keberhasilan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Komunikasi (Communication) 
Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Malang telah memenuhi 
variabel komunikasi kebijakan dimana proses penyampaian implementasi 
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kebijakan reformasi birokrasi Grand Design sebagai upaya meningkatakan 
kualitas pelayanan publik telah dilakukan dengan berbagai bentuk upaya seperti 
pembentukan pelaksana kebijakan seperti Badan Sekretariat Organisasi Kota 
Malang serta mempersiapkan dan menjalankan beberapa program yang dibentuk 
oleh Pemerintah Kota Malang seperti fokus yang diberikan terhadap evaluasi 
terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan terhadap masyarakat. Hal itu 
sesuai dengan pendapat Bapak Heri Sumarsono salah satu anggota Organisasi 
Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 9 Juni 2015 ketika diwawancarai 
mengungkapkan bahwa : 
“Penyampaian informasi dari Pemerintah Pusat sudah sangat 
terstruktur. Maksudnya, setiap informasi mengenai apa saja kebijakan 
yang akan kita laksanakan adalah mutlak berdasar keputusan Walikota 
Malang yang berlandaskan Peraturan Presiden  Nomer 81 Tahun 2010. 
Sehingga kita sebagai salah satu  pelaksana kebijakan tidak akan 
melenceng dalam pelaksanaan dari setiap rancangan kebijakan yang 
dicanangkan oleh Pemerintah Kota Malang.” 
 
Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Arief Zubaidy yang juga merupakan 
salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 
Juni 2015 yang ketika diwawancara mengungkapkan bahwa : 
”Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi yang kami 
terapkan di Kota Malang ini menurut kami telah dipublikasikan kepada 
masyarakat dan disosialisasikan berdasar apakah sesuai dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 juga 
Peraturan Walikota Nomer 20 Tahun 2015 dan Peraturan Walikota 
Nomer 4 Tahun 2014 agar masyarakat bisa mengerti dan dapat 
bekerjasama dengan kami sebagai tim pengarah kebijakan reformasi 




 Komunikasi yang dilakukan juga memenuhi dimensi antara lain dimensi 
transformasi dimensi kejelasan dan dimensi konsistensi. Hal tersebut tercantum 
dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan juga sesuai dengan pendapat 
Bapak Arief Zubaidy salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang ketika diwawancara mengungkapkan 
bahwa : 
“Kami selaku bagian Organisasi dan badan-badan lain dibentuk 
sebagai pelaksana sekaligus melakukan evaluasi terhadap kebijakan 
mengenai reformasi birokrasi yang kami terapkan dan dalam segala 
bentuk kegiatan masih dikerjakan secara bertahap yang mana kami 
selalu berkoordinasi dengan badan-badan yang dibentuk oleh 
pemerintah pusat dimana segala keputusan harus sesuai dengan 
Peraturan Presiden maupun Peraturan Walikota Malang agar setiap 
kebijakan yang kami lakukan memiliki kejelasan dan dasar hukum 
yang kuat.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Malang telah melakukan 
beberapa kebijakan yang telah disosialisasikan kepada masyarakat Kota Malang. 
komunikasi pemerintah dengan masyarakat adalah suatu keharusan untuk 
dilakukan agar kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah dapat berjalan 
dengan baik. 
b.  Sumber Daya (Resources) 





1. Sumber daya manusia 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang 
memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber 
Daya manusia yang mempengaruhi kebijakan yang diimplementasikan di 
Kota Malang sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan seperti 
diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy salah satu 
anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 
2015 yang berisikan : 
“Prioritas kami adalah perbaikan sumber daya manusia yang mana 
SDM ini sangat berperan penting akan kebijakan reformasi 
birokrasi. Dan untuk SKPD terkait pelaksanaan Road Map 
dilakukan oleh beberapa badan seperti BKD (Badan Kebudayaan 
Daerah), Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 
Dinas pendidikan dan yang lain yang mana setiap badan tersebut 
memiliki SOP (Standard Operasional Procedure) sendiri.” 
 
Hal yang mendukung pendapat di atas juga terungkap pada wawancara 
dengan Bapak Heri Sumarsono yang juga merupakan salah satu anggota 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang diwawancarai pada 
tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Semua Badan dinas yang dibentuk Pemerintah Kota Malang dalam 
setiap melaksanakan kebijakan selalu memiliki SOP (Standard 
Operasional Procedure) sendiri. Untuk di bagian Organisasi 
Sekretariat Daerah Kota Malang ini, dalam setiap kebijakan yang 
telah diimplementasikan selalu nantinya ada eveluasi kinerja yang 
telah kami lakukan yang mana hal tersebut menentukan tingkat 







2. Sumber daya anggaran 
 Sumber daya Anggaran yang terdapat di model George Edward III 
adalah dana APBN dan APBD yang nilanya telah ditetapkan oleh 
Pemerintah Pusat dan peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. Hal ini 
seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy salah 
satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 
Juni 2015 yang berisikan :  
“Mengenai sumber dana yang kita dapatkan adalah dari APBD dan 
APBN yang nilainya semua telah ada ketetapanya meskipun dalam 
pengurusan tercairnya masih membutuhkan waktu karena harus 
melalui berbagai proses. Sehingga jangan berpikir bahwa kebijkan 
yang diterapkan dirasa begitu lama bukan karena sikap kami yang 
selalu dinilai malas-malasan tapi lihat dulu apakah dana kebijakan 
tersebut sudah turun apa belum” 
 
Hal yang mendukung pendapat di atas juga terungkap pada wawancara 
dengan Bapak Heri Sumarsono yang juga merupakan salah satu anggota 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang diwawancarai pada 
tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Mengenai berapa jumlah dana yang kita terima semuanya telah 
diatur oleh peraturan yang ada saat ini. Seperti anda bisa melihat 
pada Permendagri Nomer 21 Tahun 2011 mengenai pedoman 
pengelolaan keuangan daerah serta terdapat pada Permendagri 
Nomor 32 Tahun 2011. Aturan-aturan tersebut diharapkan agar 
tidak terjadi penyelewengan kewenangan dalam setiap anggaran 
dana yang kami peroleh.” 
 
3. Sumber daya peralatan (Facility) 
 Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas namun 
bukan menjadi milik sepenuhnya namun menjadi milik dinas. Hal 
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mengenai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Malang dapat 
dilihat dari wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy salah satu anggota 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang 
berisikan :  
“Beberapa fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang 
sebagai upaya mereka dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik adalah seperti pemberian mobil dinas, rumah dinas serta 
fasilitas penginapan kepada para pelaksana kebijakan reformasi 
birokrasi di Kota Malang.” 
 
Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono yang juga 
merupakan salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
yang diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Saat ini kami memiliki 5 mobil dinas yang bisa anda lihat sedang 
berjejer di halaman parkir, 10 komputer dengan spesifikasi terbaru 
serta beberapa fasilitas lain yang semuanya adalah pemberian 
Pemerintah Kota Malang. Dan untuk badan dinas lain di Kota 
Malang pastinya memiliki fasilitas yang juga meupakan pemberian 
Pemerintah Kota Malang.” 
 
4. Sumber daya informasi 
 Hal mengenai Sumber daya informasi yang diberikan oleh pemerintah 
Kota Malang dapat dilihat dari wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy 
salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada 
tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan :  
“Selain berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, kami juga 
berkoordinasi dengan SKPD Kota Malang terkait dalam informasi 
terbaru mengenai perkembangan kebijakan yang kami 




Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono yang juga 
merupakan salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
yang diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Masyarakat merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan 
yang mana tolak ukur kita terhadap kebijakan yang kita terapkan 
apakah sudah maksimal atau tidak adalah informasi dari masyarakat 
yang menanggapi dalam berbagai macam opini. Untuk setiap 
kebijakan yang kami terapkan selalu berdasar keputusan Walikota 
Malang.” 
 
 Dari hasil beberapa wawancara tersebut menunjukan bahwa segala 
bentuk sumber daya yang digunakan oleh Pemerintah Kota Malang untuk 
meningkatakan kualitas pelayanan publik memang sangat diperlukan agar 
setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota malang dapat 
terlaksana dengan baik. 
 
c.  Disposisi (Disposition) 
 Implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, 
keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan 
dapat diwujudkan. Pemerintah Kota Malang dalam penerapan implementasi 
kebijakan Grand Design reformasi birokrasi dalam melakukan segala tindakanya 
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Walikota 
Malang sendiri. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy 
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salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang di wawancarai 
pada tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan: 
“Kami sebagai bagian Organisasi Kota Malang sendiri dalam mengambil 
tindakan berdasar atas peraturan apa yang berlaku saat ini dan berdasarkan 
kewenangan yang berikan oleh atasan (Ketua) kepada kami (selaku 
anggota bagian Organisi Kota Malang) sebagai contoh adalah bentuk 
kebijakan yang kami ambil sesuai dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomer 81 Tahun 2010, Peraturan Walikota dan tentunya 
kewenangan yang diberikan kepada kami.” 
 
Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Heri Sumarsono salah satu anggota 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang pada wawancaranya tanggal 9 
Juni 2015 mengungkapakan : 
“Sebagai pelaksana kebijakan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Malang, 
kami memiliki tanggung jawab terhadap segala kebijakan yang diterapkan 
kepada masyarakat. Segala aturan yang dibentuk oleh Pemerintah 
Indonesia maupun Pemerintah Kota Malang dimaksudkan agar orang-
orang seperti kita tidak bertindak kotor namun dapat bertindak sesuai 
wewenang yang diberikan.” 
 
 Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa, setiap upaya yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang telah memenuhi variabel disposisi yang 
mana setiap kebijakan yang diimplementasikan berdasar peraturan yang berlaku 
serta dilaksanakan oleh para pelaku kebijakan dengan baik. 
d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
 Organisasi Pemertintahan Kota Malang memiliki kedudukan, tugas pokok 
serta fungsi yang akan menjadi panduan bagi bagian organisasi tersebut untuk 
bertindak dalam melakukan berbagai hal. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah 
Kota Malang dipimpin oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugasnya 
88 
 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui 
Asisten Administrasi Pemerintahan. Segala hal mengenai struktur birokrasi 
Pemerintahan Kota Malang seperti diungkapkan dalam wawancara dengan Bapak 
Arief Zubaidy salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
pada tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan :  
“Kami sebagai Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
memiliki fungsi tersendiri sesuai peraturan Walikota Malang yang mana 
kami bertugas dalam mengevaluasi dan bertanggung jawab terhadap 
kebijakan yang kami terapkan terhadap prioritas utama dalam reformasi 
birokrasi yang kami lakukan di Kota Malang.” 
 
Hal lain juga dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono salah satu anggota 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang yang pada wawancaranya tanggal 9 
Juni 2015 mengungkapakan : 
“Di website kami dapat anda lihat bagaimana struktur organisasi bagian 
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang. Pengaturan struktur tersebut 
tidak asal-asalan melainkan telah ada aturan yang mengaturnya. Dan untuk 
Pemerintahan Kota Malang sendiri pasti juga memiliki struktur birokrasi 
yang baik dan mungkin bisa anda lihat sendiri melalui media online.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa, struktur organisasi 
Pemerintahan Kota Malang memilki fungsi dan tugas masing-masing dalam 
mengimplementasikan kebjiakan yang ditentukan oleh pemerintah sebagai upaya 






2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Proses Implementasi 
Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 
 
Implementasi kebijakan sesuai grand design reformasi birokrasi Kota Malang 
sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sangat bergantung dalam 
beberapa faktor yang bisa mendukung kebijakan tersebut maupun bisa 
menghambat kebijakan yang diimplementasikan. Beberapa faktor tersebut akan 
dibahas sebgai berikut: 
a. Faktor yang mendukung meliputi : 
1. Faktor Internal 
Adapun faktor internal yang mendukung meliputi : 
Pemerintah yang Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Grand Design 
Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
 
Beberapa Peraturan yang mana pemerintah turut andil dalam pembentukan 
peraturan tersebut antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 
81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, Peraturan 
Walikota Malang No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi yang salah satu isinya menyebutkan Untuk Mendukung pelaksanaan 
reformasi birokrasi dibentukk Sekretariat Birokrasi di SKPD yang menangani 
Organisasi dan tata laksana. Serta Peraturan Walikota Malang Nomer 20 
Tahun 2015 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota 
Malang Tahun 2015-2019 dimana hal tersebut sesuai dengan wawancara 
dengan Bapak Arief Zubaidy salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah 
Kota Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan: 
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“Keterlibatan kami dalam segala kebijakan semuanya telah di atur 
dalam Perpres no 81 Tahun 2010 dan Perwal Kota Malang yang 
nantinya akan disosialisasikan dengan masyarakat sehingga 
diharapkan terjadi sinergi yang baik antara kami dengan 
masyarakat.” 
 
Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono yang juga 
merupakan salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
yang diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Tidak mungkin Pemerintah tidak terlibat dalam pembuatan 
kebijakan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Contohnya sudah jelas di depan mata, seperti anda lihat sendiri 
dengan adanya Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 serta 
Peraturan dari Walikota Malang adalah salah satu bentuk nyata 
keikut sertaan Pemerintah dalam setiap rancangan kebijakan.”  
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan Pemerintah dalam pembuatan Grand Design reformasi birokrasi 
sangat diperlukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dapat 
dijalankan dengan terstruktur dan didasari hukum yang kuat. 
2. Faktor Eksternal 
Tuntutan dari Masyarakat yang Mendesak Adanya Reformasi Birokrasi 
dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
 
Keadaan politik yang kacau, terjadinya ketidakstabilan ekonomi dan sosial 
merupakan dampak yang paling signifikan yang menyebabkan tuntutan 
adanya perubahan yang diinginkan oleh masyarakat dari Pemerintah mengenai 
kebijakan reformasi birokrasi untuk diterapkan. Tanggapan dari masayarakat 
dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah adalah tolak 
ukur apakah kebijakan tersebut telah berhasil atau gagal dalam pelaksanaanya. 
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Masyarakat sebagai faktor pendukung kebijakan reformasi birokrasi sebagai 
uapaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga terungakap dalam 
wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy  salah satu anggota Organisasi 
Sekretariat Dearah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang berisikan: 
 “Segala macam urursan birokrasi saat ini sangat rumit, semuanya 
terasa berbelit-belit. Sebagai contoh semua pengurusan perizinan 
itu ada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, 
namun masih saja ada kendala yang mengakibatkan semua proses 
penyelesaian perizinan jadi bertambah rumit. Salah satu contoh itu 
masih banyak lagi, belum mengenai ketidak adilan hukum yang 
ada di Negara kita ini dan hal-hal seperti itulah yang menyebabkan 
dibentuknya Grand Design Reformasi Birokrasi.” 
 
Hal senada juga dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono yang juga 
merupakan salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
yang diwawancarai pada tanggal 9 Juni 2015 yang berisikan : 
“Kalau kita berkaca pada Negara Barat, kita melihat semuanya 
seperti telah tertata rapi baik itu urusan Pemerintahan maupun 
urusan lain yang sepele. Namun di Indonesia ini, untuk mencapai 
hal tersebut butuh waktu, karena bukan rahasia lagi segala hal 
yang sifatnya buruk bagi Pemerintahan Indonesia adalah budaya 
yang baik bagi pejabatnya. Dan ketika masyarakat mencium 
adanya ketidak benaran dalam Pemerintahan Indonesia maka 
munculah tntutan terhadap pembaharuan birokrasi Indonesia.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, segala 
bentuk kebijakan mengenai pembaharuan reformasi birokrasi adalah tuntutan 
dari masyarakat yang memang merasa membutuhkan perubahan demi 
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. 
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Bapak Arief Zubaidy yang merupakan salah satu anggota Oragnisasi 
Sekretariat Daerah Kota Malang juga melanjutkan dalam wawancaranya pada 
tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Perubahan dalam pelayanan terhadap masyarakat telah banyak 
perkembangan. Semua hal itu kami lakukan sebagai bentuk upaya 
peningkatan pelayanan publik. Dimana salah satu contohnya 
adalah pelayanan KTP parallel yang mana menganut system 
pelayanan terpadu satu pintu. Dan dampak dari kebijakan ini 
dimana masyarakat Kota Malang sangat antusias dan memberikan 
komentar yang cukup positif terhadap implementasi kebijakan 
yang telah kami ambil.” 
 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa opini 
serta tanggapan masyarakat mengenai apakah kebijakan Grand Design 
Reformasi birokrasi yang diimplementasikan akan sangat berpengaruh 
terhadap kelanjutan kebijakan tersebut. Ketika tanggapan dari masyarakat 
berdampak negative maka kebijakan tersebut akan dikaji ulang oleh 
Pemerintah setempat. Namun, jika kebijakan tersebut akan tetap dilaksanakan 
dan dinilai telah berhasil, manakala kebijakan yang diimplementasikan 
tersebut telah memenuhi ekspektasi masyarakat itu sendiri. 
b. Faktor yang menghambat meliputi: 
1. Faktor Internal 
Adapun faktor internal yang menghambat meliputi : 
Keterbatasan Dana yang Diperlukan Untuk Mengimplementasikan 
Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan 




Dana adalah salah satu hal yang sangat signifikan dalam mempengaruhi 
keberhasilan segala kebijakan apapun itu bentuknya. Ketika sumber dana 
yang ada sangat terbatas, maka sangat tidak mungkin implementasi kebijakan 
berdasar grand design reformasi birokrasi akan terlaksana dengan baik. 
Pemerintah Kota Malang dalam melakukan kebijakan reformasi birokrasi 
sampai saat ini masih saja terkendala masalah pengurusan dana yang mana hal 
tersebut sesuai dengan wawancara dengan  Bapak Arief Zubaidy salah satu 
anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 2015 
yang menyatakan: 
“Semua rancangan kegiatan telah kami atur dan hanya tinggal 
menjalankan saja. Namun, kembali lagi, kami masih terkendala  
dana yang turun baik itu dari APBD maupun dari APBN masih 
saja terlambat. Dan kejadian ini masih saja terjadi di hampir 
seluruh Daerah yang ada di Indonesia.” 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Heri Sumarsono yang merupakan salah 
satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 9 Juni 
2015 yang dalam wawancaranya juga menyatakan: 
”Sebenarnya segala bentuk kebijakan apapun yang 
diimplementasikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya akan 
bersinergi dengan baik andaikata oknum-oknum tidak 
bertanggung jawab yang sering menyelewengkan wewenang 
pengurusan dana di Negara kita ini bisa dihilangkan.” 
 
Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa memang 
benar sampai saat ini tidak hanya di Kota Malang saja masalah pengurusan 
pencairan dana yang begitu susah dan berbelit-belit. Dan hal ini menunjukan 
bahwa keterbatasan dana serta tindakan yang tidak professional dalam 
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pencairan dana dari oknum tertentu bisa menjadi faktor yang sangat 
memperlambat rencana percepatan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh 
Pemerintah Indonesia. 
2. Faktor Eksternal 
Adapun faktor eksternal yang menghambat meliputi : 
Kurangnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Kebijakan Grand Design 
Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik Di Pemerintah Kota Malang 
 
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dapat berpengaruh dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik di Kota Malang. Dalam hal ini, masyarakat dapat melakukan 
penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang diberikan dengan 
melakukan pengaduan yang bersifat membangun bahkan dapat pula 
dimanipulasi oleh beberapa oknum masyarakat yang ingin merusak 
kebijakaan yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan tindakan-
tindakan yang bersifat memecah belah hubungan masyarakat dengan 
Pemerintah. Beberapa hal tersebut sesuai dengan wawancara dengan Bapak 
Arief Zubaidy  salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
pada tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Masyarakat Kota Malang ini sangat beragam dalam berpola pikir, 
beberapa diantarnya ada yang mau diajak bekrjasama dengan kami dan 
ada sebagian yang malah merusak dengan melakukan provokasi atau 




Hal senada juga diungkapkan oleh Heri Sumarsono yang merupakan salah 
satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 9 Juni 
2015 yang dalam wawancaranya juga menyatakan: 
“Masyarakat adalah elemen penting dalam Pemerintahan khususnya 
Kota Malang. Bisa anda lihat sendiri, ketika masyarakat kelas ekonomi 
menengah kebawah tidak setuju terhadap suatu program pemerintah, 
justru dari tingkat ekonomi menengah atas mendukung program yang 
dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini, kita melihat ketidak 
singkronan dalam pola pikir yang mungkin adalah sebab dari 
kesalahan dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan yang 
akan diterapkan.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, tanggapan serta 
kepedulian masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap segala kebijakan 
yang telah diimplementasikan oleh pemerintah. Yang mana, ketika respon dari 
masyarakat kurang baik, maka kelancaran dari implementasi kebijakan 
berdasar grand design reformasi birokrasi akan sangat terhambat. 
3. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Malang 
Melalui Pelayanan Prima 
 
Baik tidaknya kualitas pelayanan publik adalah salah satu manfaat yang 
diperoleh  ketika kebijakan reformasi birokrasi yang sesuai dengan grand design 
reformasi birokrasi Republik Indonesia dapat diimplementasikan dengan sangat baik. 
Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kota Malang 
melakukan kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan agar dapat membantu dalam 
melancarkan rencana percepatan reformasi birokrasi di Kota Malang dengan berbagai 





Pemerintah Kota Malang dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan 
publik memebentuk instansi-intsansi yang berfungsi sebagai pelaksana 
penyelenggara kegiatan pelayanan publik yanag mana setiap instansi yang 
dibentuk diahruskan ememberikan pelayanan maksimal yang telah diatur dalam 
Undang-Undang nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang 
menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Untuk itu dalam upaya meningkatakn kualitas pelayanan publik, pemerintah 
kota malang menerapkan kebijakan yang salah satunya menegnai keramahan 
yang diterapkan dalam melayani kebutuhan masyarakat baik bidang jasa 
maupun barang. Keramahan yang diberikan sesuai yang dijelaskan oleh 
wawancara dengan Bapak Arief Zubaidy  salah satu anggota Organisasi 
Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Kami sendiri selaku salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah 
Kota Malang selalu memberikan pelayanan yang maksimal, 
kemudahan serta keramahan terhadap segala keluhan masyarakat yang 
nantinya setiap opini dari masyarakat akan kami jadikan referensi 
dalam meningkatakan apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan 
perubahan yang kami lakukan. Salah satunya kami menyediakan lebih 
banyak pelayanan melalui media online juga telah menerapkan sistem 
perijinan parallel yang dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam 




Hal lain juga diungkapkan oleh Heri Sumarsono yang merupakan salah 
satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 9 Juni 
2015 yang dalam wawancaranya juga menyatakan: 
“Contoh sepele pelayanan publik yang kami berikan bisa anda lihat di 
depan mata anda contohnya ketika saya melayani anda dalam sesi 
wawancara yang mana setiap pertanyaan yang anda berikan saya 
jawab dengan senyum dan saya berikan jawaban yang masuk akal 
adalah salah satu contoh kecil cara kami dalam melayani masyarakat.” 
 
Wawancara tersebut menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil haruslah 
melayani dengan baik kepada masyarakat. Pelayanan tersebut bukan hanya 
melayani tetapi juga harus memberikan pelayanan yang berkualitas. 
Pelayanan yang ramah akan memberikan warga menjadi lebih peduli terhadap 
birokrasi. 
b. Kredibilitas 
Pemerintah Kota Malang dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan 
publik membentuk instansi-intsansi yang berfungsi sebagai pelaksana 
penyelenggara kegiatan pelayanan publik yang mana setiap instansi yang 
dibentuk diahruskan memberikan pelayanan maksimal yang telah diatur dalam 
Undang-Undang nomer 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang 
menyebutkan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 
rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau 
pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Untuk itu dalam upaya meningkatakn kualitas pelayanan publik, pemerintah 
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Kota Malang menerapkan kebijakan yang salah satunya mengenai kredibiltas 
yang diterapkan dalam melayani kebutuhan masyarakat baik bidang jasa 
maupun barang. Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh wawancara dengan 
Bapak Arief Zubaidy  salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota 
Malang pada tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Kami sendiri selaku salah satu badan yang dibentuk oleh 
pemerintah Kota Malang selalu memberikan pelayanan yang 
maksimal, kemudahan, keramahan serta kredibilitas tinggi terhadap 
segala keluhan masyarakat yang nantinya setiap opini dari 
masyarakat akan kami jadikan referensi dalam meningkatakan apa 
saja yang dibutuhkan dalam kegiatan perubahan yang kami lakukan. 
.” 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Heri Sumarsono yang merupakan salah 
satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 9 Juni 
2015 yang dalam wawancaranya juga menyatakan: 
 “Semua bentuk upaya tersebut bertujuan untuk memunculkan 
sinergi dengan masyarakat yang ada di Kota Malang ini, maka kami 
harus memberikan sesuatu yang nantinya akan menjadi modal kami 
dalam berhubungan dengan masyarakat sekitar. Modal itu adalah 
kepercayaan dari masyarakat. Maka dari itu kredibilitas tinggi 
sangat berpengaruh dalam merubah opini masyarakat kepada kami. 
Kalian lihat sendiri dimana saat ini masih banyak oknum yang 
bertindak menyelewengkan wewenang yang ada sehingga opini 
masyarakat tentang kami selalu beropini negative.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa, setiap upaya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Pemerintah Kota malang harus 
memberikan kinerja yang maksimal disertai kredibilitas yang tinggi agar dapat 
bersinergi dengan masyarakat sehingga upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 
di Kota Malang dapat terlaksana dengan lancar. 
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c. Akses Penampilan Fasilitas 
Upaya Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan 
publik juga dilakukan dengan melakukan edukasi mengenai pentingnya fasilitas 
yang diberikan terhadap pelayanan publik. Akses melalui Media Online serta 
pembaharuan segala fasilitas pelayanan publik sangat diperlukan agar rencana 
percepatan kebijakan reformasi birokrasi bisa terlaksana dengan sangat baik.  
Mengenai segala bentuk akses penampilan fasilitas yang diberikan Pemerintah 
Kota Malang sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arief 
Zubaidy  salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada 
tanggal 8 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Saat ini kami masih melakukan sosialisasi dengan masyarakat 
sekitar bahwa segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat 
dapat diakses melalui media online sehingga tidak terjadi dualisme 
informasi yang sering terjadi sebelumnya. Dimana informasi 
mengenai pelayanan publik dari pihak akan berbeda dari informasi 
yang diberikan oleh lain pihak. Dan dengan pelayanan melalui 
media online ini kami harapkan informasi yang kami berikan tidak 
simpang siur.”  
 
Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Heri Sumarsono yang 
merupakan salah satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang 
pada tanggal 9 Juni 2015 yang dalam wawancaranya juga menyatakan: 
“Penggunaan Media pengaduan secara online pada saat ini masih 
tahap sosialisasi untuk dapat melayani masyarakat. Kecanggihan 
teknolodgi digunakan sebagai bentuk pelayanan terhadap 
masyarakat. Kedepannya dengan adanya manajemen penanganan 
pengaduan melalui media center di Kota Malang dapat melayani 




Layanan publik, dimana pemerintah secara langsung bersentuhan dengan 
masyarakatnya, adalah tolok ukur kinerja pemerintah daerah dalam 
menjalankan program pemerintahan. Terlebih pelayanan publik sepenuhnya 
dibiayai uang rakyat, karena itu selalu diperlukan masukan dan saran 
perbaikan kepada penyelenggara layanan agar selalu ada upaya perbaikan dan 
peningkatan kualitas layanan. Upaya peningkatan kualitas publik yang 
dilakukan oleh Pemerintah kota Malang adalah dengan melakukan edukasi 
dan sosialisasi terhadap pentingnya penggunaan media online sebagai salah 
satu jalan keluar dari upaya peningkatan kualitas publik di Kota Malang. 
d. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan 
Pemerintahan Kota Malang melakukan beberapa kebijakan yang dilakukan 
guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan 
menyediakan sarana-sarana penunjang terhadap pelayanan public juga 
menyiapkan para pegawai pelayanan yang berkompeten dan mampu 
memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. Dalam kaitanya 
dengan kebijakan reformasi birokrasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah 
Kota Malang salah satunya adalah mengenai kemampuan para pelaksana 
kebijakan dalam menyajikan pelayanan yang maksimal seperti pelayanan dalam 
hal pengurusan perijinan birokrasi yang lebih ditingkatkan yaitu dengan 
memebrikan kemudahan dalam perijinan melalui sistem satu pintu. Hal tersebut 
sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Arief Zubaidy  salah 
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satu anggota Organisasi Sekretariat Daerah Kota Malang pada tanggal 8 Juni 
2015 yang menyatakan: 
“Mengenai sosialisasi media online yang kami gunakan adalah 
sebagai upaya agar tidak terjadi dualisme informasi yang sering 
terjadi sebelumnya. Dimana informasi mengenai pelayanan publik 
dari pihak akan berbeda dari informasi yang diberikan oleh lain 
pihak. Dan dengan pelayanan melalui media online ini kami 
harapkan informasi yang kami berikan tidak simpang siur.” 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Arief Zubaidy dalam lanjutan 
wawancaranya yang menyatakan: 
 “Dalam perekrutan pegawai yang nantinya bekerja di sini, kami 
tidak lagi melakukan penyaringan secara bercabang. Tapi melalui 
sistem satu pintu juga. Maksudnya, dalam penyaringan calon 
pegawai tidak lagi ada yang namanya “titp nama” agar setiap calon 
pegawai yang nantinya bekerja di sini adalah calon pegawai yang 
benar-benar berkompeten dan berkemampuan baik dalam bidang 
yang nanti akan ditanganinya.” 
 
Dan Bapak Heri Sumarsono juga mengungkapkan hal lain dalam 
wawancaranya pada tangal 9 Juni 2015 yang menyatakan: 
“Kita melakukan segala yang kita bisa dalam upaya melayani 
masyarakat, mulai dari perekrutan pegawai yang kata anda sudah 
dijelaskan oleh bapak arief, kemudian bekerja sama dengan badan 
dinas lain terkait pelaksanaan perubahan birokrasi dan kami juga 
menjalin kerja sama dengan masyarakat sekitar yang mana opini 
dari mereka kami harapkan dapat membangun dan memperlancar 
segala bentuk kebijakan sebagai upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik.” 
 
Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, upaya Pemerintah 
Kota malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat diukur dari 
seberapa bagus kemampuan instansi-intsansi yang dibentuk Pemerintah Kota 
Malang dalam melakukan pelayanan publik. Ketika pelayanan yang diberikan 
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mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka dapat dikatakan pula upaya 
pemerintah dalam meningkatakan kualitas pelayanan publik sudah berjalan 
dengan cukup baik. 
 
C. Pembahasan  
1. Proses Implementasi Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 
Analisis data mengenai Implementasi kebijakan Grand Design Reformasi 
Birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Pemerintahan 
Kota Malang dijelaskan dalam beberapa teori yang mana dalam arti luas 
implementasi sering dianggap sebagai bentuk penyelenggraan aktivitas yang telah 
ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara 
beragam pemangku kepentingan, prosedur dan teknik secara sinergitas yang untuk 
berkerjasama menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Daniel A. 
Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab (2014:135), menjelaskan makna 
implementasi ini dengan mengatakan bahwa,  
“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan 
berlaku merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman 
kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk 
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata 
pada masyarakat.” 
 
Pembahasan tentang kebijakan menurut Merilee Grindle (1980) dalam 
Subarsono, (2005:93) menyangkut tiga komponen, yaitu tujuan kebijakan, aktivitas 
pelaksanaan, danhasilnya. Adalah (menjadi tugas dari pelaksanaan untuk 
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memungkinkan tujuan kebijakan direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas 
pemerintah. Dalam pandangan Grindle, seluruh proses kebijakan baru bisa dimulai 
apabila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, apabila program 
pelaksanaan telah dibuat, dan apabila dana telah dialokasikan untuk pencapaian 
tujuan kebijakan.  
Kebijakan publik selalu mengandung setidak-tidaknya tiga komponen dasar, 
yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. 
Komponen yang terakhir biasanya belum dijelaskan secara rinci, dan oleh karena 
itulah birokrasi harus menerjemahkannya sebagai program-program aksi dan proyek. 
Di dalam “cara” tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni 
siapa pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan dari mana dana diperoleh, 
siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem 
manajemennya, dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur. 
Salah satu definisi mengenai kebijkakan publik diberikan oleh Robert 
Eyestone (1971:18) dalam Winarno (2012:20), Ia mengatakan bahwa “secara luas” 
kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah 
dengan lingkungannya. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung 
pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan 
kebijakan public dapat mencakup banyak hal. Batasan lain tentang kebijakan publik 
diberikan oleh Thomas R. dye dalam Winarno (2012:20) yang mengatakan bahwa 
“Kebijakan public adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan 
tidak dilakukan”.  
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan bahwa Grand Design 
Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan 
reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map 
Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi 
Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan 
rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 
lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Grand Design Reformasi Birokrasi 
2010-2025 ditetapkan dengan Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi 
Birokrasi 2010-2014 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar dapat memiliki sifat fleksibilitas 
sebagai suatu living document. 
Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa Prancis bureau yang 
berarti kantor atau meja tulis, dan kata Yunani kratein yang berarti mengatur (Said, 
2007:1). Menurut Max Weber seperti yang dikutip Said (2007:2) birokrasi adalah 
sistem administrasi rutin yang dilakukan dengan keseragaman, diselenggarakan 
dengan cara-cara tertentu didasarkan aturan tertulis oleh orang-orang yang 
berkompeten di bidangnya. Menurut Rourke dalam Said (2007:2) birokrasi adalah 
sistem admininstrasi dan pelaksanaan tugas keseharian yang terstruktur dalam sistem 
hierarki yang jelas dilakukan dengan aturan tertulis, dilakukan oleh bagian tertentu 
yang terpisah dengan bagian lainnya oleh orang – orang yang dipilih karena 
kemampuan dan keahlian dibidangnya. 
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Beberapa Rancangan Perubahan serta kebijakan yang akan diimplementasikan 
pada saat reformasi gelombang I dan Gelombang 2 dapat dilihat dari gambar berikut: 
 
Gambar 7 : Perbandingan Reformasi Birokrasi Gelombang I dan Gelombang II 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengenai arah kebijakan reformasi 
yang berisikan: 
a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk 
meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata 
pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu 
mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya (UU No. 17 Tahun 
2007 tentang RPJPN 2005-2025). 
b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada 
perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan 
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pelaksanaan reformasi birokrasi (Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 
2010-2014). 
Berdasar model Implementasi Kebijakan yang diterapkan di publik oleh 
George Edward III terdapat beberapa variabel kebijakan diterapkan yang 
memepengaruhi keberhasilan kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Komunikasi (Communication) 
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator 
kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses 
penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy maker) kepada 
pelaksana kebijakan (policy implementors) Widodo (2011:97). Widodo 
menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberpa macam dimensi, 
antara lain,  pertama adalah dimensi transformasi (transformassion) yaitu 
menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada 
pelaksana (implementors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok 
sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Kedua, dimensi kejelasan 
(clarity) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para 
pelaksana dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung 
terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang 
menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik 
tersebut. Ketiga, konsistensi (consistency) yaitu menghendaki agar informasi yang 
disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dan pihak yang 
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berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan 
kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. 
Dalam hal ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah kota malang telah 
memenuhi variabel komunikasi kebijakan dimana proses penyampaian 
implementasi kebijakan reformasi birokrasi Grand Design sebagai upaya 
meningkatakan kualitas pelayanan publik telah dilakukan. Dimana komunikasi 
yang dilakukan juga memenuhi dimensi antara lain dimensi transformasi dimensi 
kejelasan dan dimensi konsistensi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengenai strategi pelaksanaan yang berisikan: 
Langkah-langkah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi tingkat 
pelaksanaan, pelaksana, program, dan metode pelaksanaan. 
1. Tingkat Pelaksanaan 
Pelaksanaan reformasi birokrasi dijelaskan pada tabel di bawah ini : 
 
Tabel 1 : Tingkat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 
Sumber : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 




Reformasi Birokrasi telah diputuskan oleh Perpres No 81 Tahun 2010 
dengan pelaksana seperti dalam gambar berikut: 
 
Gambar 8: Pengorganisasian Reformasi Birokrasi 
Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
 
Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung 
jawab kepada Presiden. Adapun peran Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional antara lain adalah menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. Peran Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional antara lain adalah merumuskan kebijakan dan 
strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional 
bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola 
Reformasi Birokrasi Nasional. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional dibantu oleh Tim Independen, dan Tim Quality Assurance yang 
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berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan 
pelaksanaan reformasi birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda 
berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal pelaksanaan reformasi 
birokrasi di masingmasing K/L dan Pemda. Pengorganisasian pelaksana 
reformasi birokrasi dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini : 
 
Tabel  2 :  Tingkat Pelaksana Reformasi Birokrasi 
Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
  mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
 
3. Program 
Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan melalui 
programprogram yang berorientasi pada hasil (outcomes oriented program). 
Program-program tersebut dilaksanakan sesuai dengan tingkat 




Tabel 3 Perbandingan Program antar Tingkat Pelaksana 
Sumber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
 
b. Sumber Daya (resources) 
 Pada variabel Sumber daya merupakan peranan penting pada implementasi 
kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) menegaskan bahwa 
bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, 
serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-
aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawabuntuk 
melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk 
melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak 
akan efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan, meliputi : 
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1. Sumber Daya Manusia 
 Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang 
memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam 
implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus 
mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-
orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga 
harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan 
dan juga sumber daya  harus cukup  memiliki keahlian dan kemampuan dalam 
melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). 
 Hal ini sumber daya manusia yang dimaksud sesuai dengan Peraturan 
Walikota Malang Nomer 20 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi 
Birokrasi Pemerintah Kota Malang tahun 2015-2019 yang salah satu poinnya 
menjelaskan bahwa : prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, 
dengan area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui 
Reformasi Birokrasi, meliputi :  
a. Sumber daya manusia 
b. Penataan peraturan perundang-undangan 
c. Pengawasan.  
 Juga sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomer 4 Tahun 2014 
mengenai Pedoman Plekasnaan Reformasi Birokrasi pada Bab VIII  mengenai 
Tim Reformasi Birokrasi sebagai pelaku (SDM) yang bertindak dalam 
implementasi kebijkana reformasi birokrasi. 
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2. Sumber Daya Anggaran 
 Selain Sumber daya manusia  anggaran merupakan yang memengaruhi 
kefektivitasan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk 
membiayai operasionalisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya 
sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelakasanaan 
kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya 
anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Sumber 
daya Anggaran yang terdapat di model George Edward III adalah dana APBN 
dan APBD yang nilanya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan 
peraturan-peraturan yang berlaku saat ini. 
Beberapa peraturan yang mengatur permasalahan dana tercantum 
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 
Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 1 butir nomor 15 
menjelaskan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
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melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum 
daerah. 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengenai 
Pedoman Pemeberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pasal 14 poin 1 menjelaskan 
bahwa Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang 
atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala 
daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD. 
Sesuai Permendagri No 32 Tahun 2011 bantuan social yang dimaksud 
tertera pada pasal 1 yang menjelaskan Bantuan sosial adalah pemberian 
bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, 
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan 
terjadinya resiko sosial. Dan pasal 11 pada Poin 1 menjelaskan Bahwa Hibah 
berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis 
belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD. Dan 
poin 2 menjelaskan bahwa Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam 
kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan 
kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja 
hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian 
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obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat 
berkenaan pada SKPD.  
3. Sumber Daya Peralatan (Facility) 
 Sumber daya perlatan merupakan sarana yang digunakan untuk 
operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan 
sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan 
dalam implementasi kebijakan. Sumber Daya peralatan yang disediakan 
pemerintah adalah hak bagi setiap pelaku kebijakan maupun yang dikenai 
kebijakan. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia menyediakan fasilitas namun 
bukan menjadi milik sepenuhnya namun menjadi milik dinas. 
 Beberapa contoh sumber daya peralatan yang diberikan oleh 
pemerintah Kota Malang sebagai upaya mereka dalam meningkatkan kualitas 
pelayanan public adalah seperti pemberian mobil dinas, rumah dinas serta 
fasilitas penginapan kepada para pelaksana kebijakan reformasi birokrasi di 
Kota Malang. 
4. Sumber Daya Informasi dan Kewenangan 
 Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, 
terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara 
mengimplementasikan suatu  kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan 
atau kesanggupan dari beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan tersebut. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 
Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 pada 
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salah satu isinya yang menyebutkan: Profesionalisme SDM aparatur yang 
didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis 
kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur 
antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh 
gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. 
c. Disposisi (Disposition) 
 Implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa 
yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, 
keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan 
kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan 
dapat diwujudkan. Pemerintah Kota Malang dalam penerapan implementasi 
kebijakan Grand Design reformasi birokrasi dalam melakukan segala tindakanya 
berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Walikota 
Malang sendiri.  
d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure) 
 Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesiennya implementasi 
sebuah kebijakan. Karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti 
struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi 
yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan 
organisasi luar dan sebagainya. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 
Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 
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menyebutkan Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional bertanggung 
jawab kepada Presiden. Adapun peran Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional antara lain adalah menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. Peran Tim 
Reformasi Birokrasi Nasional antara lain adalah merumuskan kebijakan dan 
strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketua Tim Reformasi Birokrasi Nasional 
bertanggung jawab kepada Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi 
Nasional. Tim Reformasi Birokrasi Nasional dibantu oleh Unit Pengelola 
Reformasi Birokrasi Nasional. Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional 
dibantu oleh Tim Independen, dan Tim Quality Assurance yang berperan antara 
lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi 
birokrasi. Tim Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda berperan sebagai penggerak, 
pelaksana dan pengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di masingmasing K/L 
dan Pemda. Organisasi Pemertintahan Kota Malang memiliki kedudukan, tugas 
pokok serta fungsi yang akan menjadi panduan bagi bagian organisasi tersebut 
untuk bertindak dalam melakukan berbagai hal. Bagian Organisasi Sekretariat 
Daerah Kota Malang dipimpin oleh Kepala Bagian yang melaksanakan tugasnya 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui 





2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Proses Implementasi 
Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi 
 
Kegiatan implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam 
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik Pada Pemerintah Kota Malang 
memiliki beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat 
kebijakan yang diimplementasikan. 
a. Faktor yang mendukung meliputi : 
1. Faktor internal 
Adapun faktor internal yang mendukung meliputi : 
Pemerintah yang Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Grand Design 
Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan 
 
Pelaksanaan Implementasi kebijakan reformasi birokrasi yang di ambil 
oleh suatu pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan memiliki 
beberapa hal yang bisa menjadi pendukung keberhasilan kebijkan yang 
dilakukan apakah tepat sasaran atau tidak. Pemerintahan sendiri memiliki 
peranan dan fungsi tersendiri dalam menentukan kebijakan yang diambil. 
Peranan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak sama di 
semua negara. Ada pemerintah yang mengerjakan berbagai fungsi seperti 
disebutkan di atas secara meluas. Ada pemerintah yang tidak terlalu banyak 
campur tangan dalam berbagai urusan. Urusan-urusan tersebut diserahkan 
kepada pasar, karena pasar dianggap dapat mengatur segala sesuatu secara 
objektif. Pemerintah hanya mengatur bekerjanya pasar melalui kebijakan-
kebijakan yang bersifat tidak langsung. Hal ini peranan swasta menjadi sangat 
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penting. Ekonomi dikenal dua aliran yang berseberangan tentang campur 
tangan pemerintah ini. Aliran neoliberalisme dan aliran sosialis. Aliran 
neoliberal pengaturan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Mereka 
memandang, mekanisme pasar sebagai pengaturan yang objektif. Campur 
tangan pemerintah bahkan dipandang sebagai penghalang bekerjanya pasar 
secara objektif. Di lain pihak campur tangan pemerintah dapat menghilangkan 
kemerdekaan individu (individual freedom) (Chang, 2003: 45-70).  
Aliran sosialis memandang pengaturan ekonomi melalui pasar bebas 
sebagai sesuatu yang berbahaya. Kebebasan pasar, menurut aliran ini dapat 
menimbulkan penguasaan pasar oleh yang kuat dan penyingkiran pihak yang 
lemah. Kebebasan pasar hanya ada selama yang kuat belum menguasai 
seluruh atau sebagain besar pasar. Kalau pasar sudah dikuasai maka 
kebebasan pasar tidak ada lagi. Persaingan bebas yang diharapkan 
neoliberalisme tidak dapat berlangsung lagi. Itulah sebabnya dalam pasar yang 
lebih luas, misalnya pasar dunia, yang terjadi adalah penguasaan dan 
ketergantungan. Penguasaan oleh negara yang kuat dan ketergantungan 
negara-negara berkembang pada pasar yang didekte oleh negara-negara maju. 
Menurut aliran dependensi (aliran baru yang berasosiasi pada pandangan 
sosialis) hubungan antara negara-negara maju dengan negara-negara 
berkembang, berlangsung secara asimetris, artinya hubungan itu berlangsung 
dengan keuntungan di satu pihak (negara maju) dan kerugian di lain pihak 
(negara berkembang) secara terus menerus. Negara berkembang berada pada 
119 
 
posisi ketergantungan (dependence). Hubungan yang demikian menurut aliran 
itu dipandang sebagai imperialisme, meskipun secara fisik tidak tampak 
adanya penjajahan, karena ini merupakan penjajahan (imperialisme) bentuk 
baru. Proses terjadinya ketergantungan ini biasanya disebut sebagai proses 
satelisasi, yakni proses yang menjadikan negara-negara berkembang menjadi 
satelit yang berfungsi melayani kebutuhan bahan baku untuk negara maju dan 
membeli hasil-hasil industri negara-negara maju (Abidin, 2008: 137–159). 
Hutang, kontrak penjualan dan pembelian jangka panjang serta 
keterbukaan investasi luar negeri, dipandang aliran ini sebagai sarana untuk 
menjadikan negara-negara berkembang menjadi terikat dan didekte untuk 
mensuplai kebutuhan bahan baku dari negara maju. Bersamaan dengan itu, 
negara-negara maju terus menerus menuntut adanya deregulasi, deproteksi, 
privatisasi yang terbuka untuk luar negeri dan keterbukaan pasar kepada 
negara-negara berkembang. Lepas dari pandangan kedua aliran tersebut, peran 
pemerintah di negara-negara berkembang memang amat penting. Di samping 
sektor swasta masih lemah dan belum dapat berfungsi, proyek-proyek pioner 
masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintah. Andaipun sektor swasta 
sudah cukup kuat, namun tidak mungkin pihak swasta akan bersedia 
menangani proyek tersebut karena proyek itu secara bisnis tidak 
menguntungkan.  
Pemerintah sebagai institusi yang meliputi seluruh wilayah suatu negara 
berfungsi melindungi rakyat dan wilayah negara dari setiap intervensi asing 
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yang mengganggu keamanan negara dan meningkatkan tingkat hidup rakyat 
secara berkelanjutan. Untuk itu ada dua tugas pokok yang harus dilakukan 
pemerintah suatu negara, yakni menyelenggarakan pemerintahan yang efektif 
dan melaksanakan pembangunan nasional. Dilihat dari caranya pemerintah 
berfungsi, secara umum dapat dikelompokkan sebagai berikut (Fukuyama, 
2004: 11): 
1. Fungsi dasar atau fungsi minimal (minimal functions) 
 Fungsi ini adalah fungsi yang sekurang-kurangnya harus dilakukan 
oleh setiap pemerintah. Fungsi tersebut antara lain meliputi kegiatan 
pengadaan barang-barang publik, keamanan negara/masyarakat, 
perlindungan terhadap hak milik, manajemen makro-ekonomi, kesehatan 
masyarakat dan pemerataan pelayanan dan pendapatan. Sebagai fungsi 
minimal, pemerintah dituntut untuk berperan secara optimal, karena peran 
swasta dalam bidang ini sangat kecil. Kurangnya peran swasta ini, di satu 
pihak terkait dengan apa yang disebut sebagai kegagalan pasar dalam 
pengadaan dan pengaturan barang-barang publik. Di lain pihak, terkait 
dengan keamanan pasar yang menjadi kewajiban pemerintah dan sulit 
diserahkan kepada pihak swasta/luar. 
 Barang-barang publik dikenal sebagai barang-barang yang 
konsumennya sulit dibedakan sehingga tidak dapat dikenakan harga. Orang 
yang menikmati keamanan negara tidak bisa dipisahkan dengan mereka 
yang tidak menikmatinya karena asumsi yang dipakai dalam pengadaan 
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keamanan nasional adalah diperuntukkan untuk seluruh warga negara, 
bukan untuk sebagian orang. Pemanfaatan keamanan negara dilakukan 
secara bersama-sama oleh masyarakat. Maka itu pengadaan dan distribusi 
barang-barang publik dilakukan oleh pemerintah tidak dapat diserahkan 
pada mekanisme pasar. 
2. Fungsi Perantara (Intermidiate Functions) 
 Sehubungan dengan fungsi ini, yang dilihat adalah caranya pemerintah 
melaksanakan atau melakukan fungsinya. Pemerintah tidak terlibat secara 
langsung, baik dalam pengadaan, pendistribusian maupun dalam 
pemakaian. Pemerintah berfungsi dalam pengaturan dan pengawasan atau 
pengendalian. Tugas pelaksanaan diserahkan kepada swasta yang bertindak 
sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Fungsi ini juga disebut sebagai 
privatisasi (Savas,1987: 35-91). Beberapa bentuk privatisasi ini antara lain 
adalah : 
a. Kontrak kerja proyek-proyek pemerintah oleh swasta. 
 Proyek tersebut milik pemerintah, pelaksanaannya dibiayai dengan 
uang pemerintah. Sebagai contoh adalah pembangunan proyek-proyek 
infrastruktur. Setelah selesai pembangunannya, proyek tersebut diserahkan 
kepada pemerintah. Pemerintah boleh jadi memanfaatkannya melalui 
BUMN atau mengontrak-kerjakan lagi dengan perusahaan swasta yang 
bergerak dalam bidang yang bersangkutan sebagai pengelola. Dalam hal ini 
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proyek tersebut adalah milik pemerintah, dibiayai dengan uang pemerintah, 
ditujukan untuk melayani kebutuhan/kepentingan masyarakat.  
b. Penyelenggaraan fungsi pemerintah melalui institusi milik swasta. 
 Contoh dari jenis swastanisasi ini adalah rumah sakit swasta, 
perguruan tinggi swasta, dan lain-lain. Gedung-gedung rumah sakit dan 
perguruan tinggi yang bersangkutan milik swasta, tetapi tugas 
pemeliharaan kesehatan masyarakat dan pendidikan adalah fungsi 
pemerintah. Pihak swasta boleh melaksanakan pemeliharaan kesehatan dan 
proses belajar-mengajar dengan memungut biaya, tetapi mereka harus 
mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pemerintah. Pemerintah 
disini berfungsi sebagai pengarah dan pengawas. 
c. Swasta menyelenggarakan fungsi pemerintah dengan cara bagi hasil 
 Hal terdapat tiga lapis hak. Pertama hak mineral ada di tangan negara. 
Hak ini terkait dengan pasal 33 UUD „45, “Bumi dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Kedua, hak pertambangan ada pada 
pemerintah. Pemerintah mengatur pemanfaatan kandungan kekayaan alam 
yang ada sesuai dengan ketentuan Undang Undang. Ketiga, hak usaha ada 
pada masyarakat. Dalam hal ini maka pemerintah yang memegang hak 
pertambangan memberikan atau menugaskan pihak swasta yaang memiliki 
hak usaha tersebut untuk mengusahakan pemanfaatannya. Karena itu, 
kontrak kerja yang dibuat antara pemerintah dengan perusahaan swasta 
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harus menjamin pemanfaatannya untuk sebesar kemakmuran rakyat dengan 
menjamin kelestarian lingkungan alam dan kesehatan masyarakat. 
3. Fungsi Pelaksana (Activist Fungtions) 
Pemerintah menangani sendiri fungsi ini. Kegiatan yang termasuk dalam  
fungsi ini antara lain adalah pelayanan publik, pembangunan proyek-proyek 
perintis, proyek-proyek percontohan, bantuan langsung, operasi pasar dalam 
bidang moneter, dan lain-lain. 
Pelayanan publik secara umum dapat dibedakan antara pelayanan publik 
pasif dan pelayanan publik aktif. Pada pelayanan publik pasif, petugas atau 
aparat pemerintah cukup menunggu datangnya permintaan atau permohonan 
untuk dilayani. Contohnya, adalah pengurusan KTP, SIM, Pasport, dan 
sebagainya. Sedangkan pelayanan aktif, petugas harus datang atau turun 
kelapangan mencari objek yang dialyani. Contoh dari pelayanan publik ini 
antara lain adalah pemberantasan penyakit menular, pembasmian nyamuk 
demam berdarah, TBC, HIV/AIDS, dan sebagainya. Termasuk dalam 
layanan ini juga adalah upaya pembangunan fasilitas vital kehidupan rakyat. 
Keterlibatan pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 
public dengan menetapkan beberapa keputusan mengenai kebijakan 
reformasi yang diambil merupakan suatu yang sangat signifikan dalam 
pembuatan keputusan-keputusan yang diambil dalam menentukan kebijakan 




1. Cepat tidaknya masalah perizinan 
2. Keputusan yang dikomunikasikan dengan masyarakat terlebih dahulu 
3. Bagian dari pemerintah yang masih memegang komitmen untuk tidak 
melanggar aturan yang berlaku dalam kebijakan yang diterapkan. 
Keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang 
diambil dalam hal reformasi birokrasi dapat dilihat dalam cara pemeerintah 
memebentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025  yang berisi banyak 
aturan-aturan yang nantinya akan diimplementasikan guna meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 
Beberapa Peraturan yang mana pemerintah turut andil dalam 
pembentukan peraturan tersebut antara lain Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, 
Peraturan Walikota Malang No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi yang salah satu isinya menyebutkan Untuk Mendukung 
pelaksanaan reformasi birokrasi dibentukk Sekretariat Birokrasi di SKPD 
yang menangani Organisasi dan tata laksana. Serta Peraturan Walikota 
Malang Nomer 20 Tahun 2015 mengenai Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Kota Malang Tahun 2015-2019. 
2. Faktor eksternal  
Adapun yang menjadi faktor pendukung dari eksternal, meliputi: 
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Tuntutan dari Masyarakat Yang Mendesak Adanya Reformasi Birokrasi 
dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
 
Reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam 
paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia juga bermakna sebagai 
sebuah pertaruhan besar bagi bangsa Indonesia dalam menyongsong 
tantangan abad ke-21. Jika berhasil dilaksanakan dengan baik, reformasi 
birokrasi akan mencapai tujuan yang diharapkan, di antaranya: mengurangi 
dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh 
pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki 
most-improved bureaucracy; meningkatkan mutu pelayanan kepada 
masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam 
pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan birokrasi Indonesia 
antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika 
perubahan lingkungan strategis. 
Beberapa faktor yang juga menjadi tuntutan adanya reformasi birokrasi di 
Indonesia antara lain: 
1. Bidang politik 
Munculnya reformasi dibidang politik adalah sebab dari banyaknya 
praktik KKN, ketidakadilan dalam bidang hukum serta banyaknya demo 
yang terjadi untuk menuntut perubahan dalam suatu Negara. Kita menyadari 
dijaman yang modern ini masih banyaknya praktik KKN meskipun telah 
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dibentuk badan-badan penegak hokum yang bertugas dalam pemberantasan 
KKN. Praktik ini juga mnyebabkan ketidak adilan dalam hukum suatu 
Negara itu sendiri yang mana pada nantinya akan dirasakan dampaknya oleh 
masyarakat sehingga membuat masyraka menuntut agar terjadinya perubahan 
dengan demo besar-besaran yang sering terjadi. 
2. Bidang Ekonomi 
Munculnya tuntuan reformasi di bidang ekonomi adalah dampak dari 
masih banyaknya praktik monopoli yang terjadi pada kalangan pejabat dan 
aparat terhadap masyarakat. Dimana kalangan pejabat akan dengan mudah 
mendapat fasilitas dan kebutuhan yang berlebih yang mana sangat bertolak 
belakang denga para masyarakat kecil khusunya para pegawai yang masih 
dihantui keputusan PHK yang menyebabkan anjloknya ekonomi masyrakat 
kecil. 
3. Bidang Sosial 
Munculnya krisis ekonomi dan politik menyebabkan munculnya krisis 
dalam bidang sosila antar masyarakat. Dimana, kesejahteraan masyarakat 
yang kurang baik menyebabkan terjadinya banyak praktik yang buruk dalam 
mencapai kesejahteraan seperti dampak dari PHK terhadap para pekerja yang 
mana nantinya menyebabkan terjadinya pelacuran, pembunuhan dan 
perampokan demi memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menyebutkan Reformasi yang 
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sudah dilakukan sejak terjadinya krisis multidimensi tahun 1998 atau lebih 
dari sepuluh tahun terakhir telah berhasil meletakkan landasan politik bagi 
kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem 
penyelenggaraan negara, revitalisasi lembagalembaga tinggi negara, dan 
pemilihan umum dilakukan dalam rangka membangun pemerintahan negara 
yang mampu berjalan dengan baik (good governance). Dalam bidang 
ekonomi, reformasi juga telah mampu membawa kondisi ekonomi yang 
semakin baik, sehingga mengantarkan Indonesia kembali ke dalam jajaran 
middle income countries (MICs). Oleh karena itu, Indonesia dipandang 
sebagai negara yang berhasil melalui masa krisis dengan baik. 
Pelayanan publik, pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan publik yang 
berkualitas sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan kebutuhan 
masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Hal ini 
dapat dilihat dari hasil survey integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) pada tahun 2009 yang menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik 
Indonesia baru mencapai skor 6,64 dari skala 10 untuk instansi pusat, sedangkan pada 
tahun 2008 skor untuk unit pelayanan publik di daerah sebesar 6,69. Skor integritas 
menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, seperti ada tidaknya 
suap, ada tidaknya Standard Operating Procedures (SOP), kesesuaian proses 
pelayanan dengan SOP yang ada, keterbukaan informasi, keadilan dan kecepatan 




b. Faktor yang menghambat meliputi : 
1. Faktor internal 
Adapun faktor Internal yang menghambat Reformasi Birokrasi meliputi: 
Keterbatasan Dana yang Diperlukan Untuk Mengimplementasikan 
Kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi dalam Upaya Peningkatan 
Kualitas Pelayanan Publik Di Pemerintah Kota Malang 
 
 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengenai 
Permaslahan Birokrasi menyebutkan bahwa : beberapa peraturan perundang-
undangan di bidang aparatur Negara masih ada yang tumpang tindih, 
inkonsisten, tidak jelas, dan multitafsir. Selain itu, masih ada pertentangan 
antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, baik 
yang sederajat maupun antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan di 
bawahnya atau antara peraturan pusat dengan peraturan daerah. Di samping 
itu, banyak peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan 
dinamika perubahan penyelenggaraan pemerintahan dan tuntutan masyarakat. 
Serta poin lain mengenai maslah birokrasi menyebutkan Pelayanan 
publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat 
dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. 
Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa 
berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global yang 
semakin ketat. Dana yang diperoleh dari APBD dan APBN yang masih 
berbelit-belit dalam mencairkan sejumlah dana dan fasilitas pendukung yang 
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menjadi faktor yang sangat memepengaruhi cepat tidaknya penerapan 
kebijkan maupun berhasil tidaknya implementasi kebijakan yang diterapkan 
suatu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat suatu Negara.  
Peraturan Walikota Malang Nomer 20 Tahun 2015 tentang Road Map 
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Malang tahun 2015-2019 menjelaskan 
juga mengenai  hal yang berhubungan dengan faktor yang bisa menjadi 
penghambat kebijakn yang diterapkan. Peraturan tersebut berisikan: 
1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan proses 
berkesinambungan dan berkelanjutan.  
2. Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 
difokuskan pada perubahan utama, sebagai berikut :  
a. prioritas pembenahan manajemen Pemerintahan Daerah, dengan area 
perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui Reformasi 
Birokrasi, meliputi :  
1. sumber daya manusia 
2. penataan peraturan perundang-undangan 
3. pengawasan.  
b. Prioritas pemeliharaan untuk hal-hal yang sudah baik/maju, yaitu 
prioritas yang ditujukan untuk memelihara atau bahkan 




c. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan, yaitu prioritas yang 
ditujukan secara spesifik pada pelayanan publik yang langsung 
menyentuh kehidupan masyarakat;  
d. Prioritas perubahan pada SKPD, yaitu prioritas perubahan yang 
dilakukan pada SKPD  
e. Penetapan zona integritas.  
Beberapa peraturan yang telah dijelaskan tersebut menunjukan bahwa Sumber 
Dana yang ada didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat 
mempengruhi berhasil tidaknya implementasi kebijakan yang diimplementasikan 
suatu Pemerintah khusunya di daerah Kota Malang. 
2. Faktor eksternal  
Beberapa faktor eksternal yang menghambat suatu reformasi birokrasi adalah 
sebagai berikut : 
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 
di Pemerintah Kota Malang 
 
Urusan birokrasi yang rumit memang menjadi masalah yang cukup pelik yang 
terjadi di masyarakat. Di satu sisi masyarakat menginginkan semuanya serba cepat, 
dan mudah. Hal inilah yang menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk 
dapat merestrukturisasi jajarannya baik di tingkat pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari “rule 
government” menjadi “good governance”, dari sentralistis (terpusat) ke desentralistis 
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(otonomi daerah) dan dinamika tumbuh kembangnya masyarakat perlu disikapi dan 
diimbangi dengan birokrasi publik yang memadai. 
Masyarakat sebagai elemen penting dalam implementasi kebijakan reformasi 
birokrasi, dalam hal ini, masyarakat bisa jadi merupakan komponen pendukung 
berhasilnya suatu kebijakan maupun malah menjadi penghambat suatu kebijakan 
reformasi birokrasi. Birokrasi melayani masyarakat (pengguna/penerima layanan), 
diwujudkan dalam kemudahan pelayanan (syarat, prosedur, waktu, biaya, produk), 
pelayanan informasi, pengawasan internal, kepuasan pelanggan, dan penanganan 
pengaduan masyarakat. Sampara (UI, 2007) menegaskan bahwa yang ingin 
diciptakan adalah excellent service: self awareness and esteem, simpathy and 
enthusiasm, reform, visio and victory, innovative and impressive, care and 
cooperative, empowerment and evolution. Excellent service dimaksud, didukung oleh 
birokrat yang memiliki sifat feeling better (merasa lebih baik), getting better (menjadi 
lebih baik), dan staying better (tetap dalam keadaan lebih baik). Tujuh nilai utama 
excellent service perlu ditegakkan, yaitu charity (melayani dengan hati nurani), 
competency, commitment, consistency, care, continuous, and communication. 
Reformasi birokrasi dan pelayanan public berusaha membangun aparat negara dan 
birokrasi yang melayani, transparan, akuntabel, dan kredibel. 
Penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik 
kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban pelayanan publik meliputi 
akuntabilitas kinerja, biaya, dan produk pelayanan publik. Akuntabilitas kinerja 
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pelayanan publik dapat dilihat berdasarkan proses antara lain meliputi tingkat 
ketelitian (akurasi), profesionalitas petugas pemberi pelayanan, kelengkapan sarana 
dan prasarana, kejelasan aturan (kebijakan) dan kedisiplinan. 
Masyarakat dapat melakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan secara 
berkala sesuai mekanisme yang berlaku dan harus disediakan mekanisme 
pertanggungjawaban jika terjadi kerugian dalam pelayanan publik. Setiap pengaduan 
masyarakat harus ditangani dan ditindaklanjuti dengan cepat. Perhatikan akuntabilitas 
biaya/tariff, akuntabilitas produk pelayanan publik, prosedur dan mekanisme kerja, 
produk pelayanan, masukan dan penanganan pengaduan masyarakat. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan 
daerah, yang selanjutnya direvisi dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada 
prinsipnya undang-undang tersebut memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada 
daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan 
kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, 
sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan 
daerah  otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah jawaban 
atas tuntutan masyarakat. 
Orientasi pelayanan kepada masyarakat menunjuk pada seberapa banyak 
energi birokrasi yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pelayanan/birokrasi 
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publik. Sistem pemberian pelayanan yang baik dapat dilihat dari besarnya sumber 
daya manusia yang dimiliki oleh birokrasi secara efektif yang didayagunakan untuk 
melayani kepentingan pengguna jasa (masyarakat). Idealnya, segenap kemampuan 
dan sumber daya yang dimiliki oleh aparat birokrasi hanya dicurahkan atau 
dikonsentrasikan untuk melayani kepentingan pengguna jasa masyarakat. 
Kemampuan dan sumber daya yang mumpuni sangat diperlukan agar orientasi 
pelayanan yang optimal dapat tercapai. (Agus Dwiyanto, 2008). 
Perbedaan sikap pelayanan secara normatif dengan pelayanan yang secara 
diskriminatif yang dilakukan oleh aparat birokrasi terungkap dari banyaknya keluhan 
yang terjadi di masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Pengamatan yang 
dilakukan di lapangan oleh para peneliti menunjukkan adanya kecenderungan 
diskriminasi yang mencolok dalam memberikan jasa pelayanan. Realitas pelayanan 
menunjukan bahwa aparat birokrasi melakukan pembedaan pelayanan. Pembedaan 
pelayanan tersebut antara lain karena faktor tinggi rendahnya status sosial ekonomi, 
kedekatan keluarga, penampilan fisik, etnik, afiliasi politik, dan intelektualitas 
masyarakat. 
Masyarakat khusunya Kota Malang memiliki peran sebagai pengawasan 
kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Daerah. Untuk itu setiap tindakan 
yang dilakukan masyarakat baik itu berupa kepedulian terhadap kebijakan yang telah 
diterapkan sangat dibutuhkan agar tidak menghambat jalanya kebijakan pemerintah 
Kota Malang sendiri. 
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3. Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Malang 
Melalui Pelayanan Prima 
 
a. Keramahan 
Undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah 
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik 
dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 
Tahun 2003 bahwa hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat, dan dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 
Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki 
kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang 
terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu.Jadi PNS 
berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta dilayani 
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Sebagai pegawai negeri sipil yang fungsinya melayani masyarakat akan 
kebutuhan, juga harus diikuti oleh kualitas pelayanan yang baik. 
b. Kredibilitas 
Undang-undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik menyebutkan 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah 
setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan 
badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik 
dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 
Tahun 2003 bahwa hakekat dari pelayanan adalah pemberian pelayanan prima 
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 
sebagai abdi masyarakat, dan dalam Undang-undang Kepegawaian Nomor 43 
Tahun 1999, Pegawai Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur pemerintah memiliki 
kewajiban untuk bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 
profesional. Selaku pelayan masyarakat, PNS harus memberikan pelayanan yang 
terbaik atau prima kepada penerima pelayanan tanpa pandang bulu.Jadi PNS 
berkewajiban memberikan pelayanan atau melayani, bukan minta dilayani. Salah 
satu fungsi pemerintahan yang kini semakin disorot masyarakat adalah pelayanan 
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publik yang diselenggarakan oleh instansi-instansi pemerintah yang 
menyelenggarakan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik 
yang diselenggarakan instansi pemerintahan kini semakin mengemuka; bahkan 
menjadi tuntutan masyarakat. Persoalan yang sering dikritisi masyarakat atau 
para penerima layanan adalah persepsi terhadap “kualitas” yang melekat pada 
selurus aspek pelayanan. Istilah “kualitas” ini, menurut Tjiptono (1996 : 55) 
mencakup pengertian 1) kesesuaian dengan persyaratan ; 2) kecocokan untuk 
pemakaian ; 3) perbaikan berkelanjutan ; 4) bebas dari kerusakan/cacat ; 5) 
pemenuhan kebutuhan pelanggan sejak awal dan setiap saat ; 6) melakukan 
segala sesuatu secara benar ; dan 7) sesuatu yang bisa membahagiakan 
pelanggan. 
Kredibilitas adalah seperangkat persepsi komunikate tentang sifat-sifat 
komunikator. Dalam definisi ini terkandung dua hal: (1) Kredibilitas adalah 
persepsi komunikate; jadi tidak inheren dalam diri komunikator; (2) Kredibilitas 
berkenaan dengan sifat-sifat komunikator, yang selanjutnya akan sebut sebagai 
komponen-komponen kredibilitas (Rakhmat, 2005:12). Dua Komponen 
kredibilitas yang paling penting ialah keahlian dan kepercayaan. Keahlian adalah 
kesan yang dibentuk komunikate tentang kemampuan komunikator dalam 
hubungannya dengan topik yang dibicarakan. Komunikator yang di nilai tinggi 
pada keahliannya dianggap sebagai cerdas, mampu, ahli tahu banyak, 
berpengalaman, atau terlatih. Tentu sebaliknya, komunikator yang dinilai rendah 
pada keahlian dianggap tidak berpengalaman, tidak tahu atau bodoh. 
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Kepercayaan adalah kesan komunikate tentang komunikator yang berkaitan 
dengan wataknya. Apakah komunikator dinlai jujur, tulus, bermoral, adil, sopan, 
dan etis? Atau apakah ia di nilai tidak jujur, lancang, suka menipu, tidak adil, dan 
tidak etis? Aristoteles menyebutnya “good moral character”. Quintillianus 
menulis, “A good man speaks well;” orang baik berbicara baik (Rakhmat, 
2005:88). 
Kontribusi praktisi Public Relations bagi keberhasilan dan pembentukan 
citra suatu organisasi sangatlah signifikan. Praktisi Public Relations harus dapat 
berkomunikasi dengan baik dengan publik-publik nya, dengan memperhatikan 
kredibilitas, daya tarik dan kekuasaannya dan harus dapat menyesuaikan diri 
kepada siapa praktisi Public Relations akan berkomunikasi agar pesan dalam 
komunikasi tersebut dapat diterima oleh komunikan. Menurut Elvinaro (2000:50) 
hanya melalui informasi kepada publik mengenai kebijakan dan kegiatan 
organisasilah, manajemen dapat berharap untuk memperoleh pengertian dan 
goodwill. Berdasarkan pengertian di atas, sebagai praktisi Public Relations (PR) 
harus memperhatikan bagaimana dirinya memberikan pelayanan informasi 
kepada media atau dalam hal ini adalah wartawan sebagai personifikasi dari 
institusi media massa. Hal tersebut dapat saja menjadi pengaruh terhadap 
publisitas suatu organisasi. Publisitas yang dilakukan praktisi PR dapat naik atau 
turun dan positif atau negative, yang bergantung pada bagaimana kredibilitas 
Public Relations dalam pelayanan publik. Pemerintah Kota Malang dalam hal ini 
berusaha menyiapkan beberapa sarana dalam pengaduan maupun pelayanan 
138 
 
informasi, penyiapan pelayanan terpadu seperti pembentukan pengurusan KTP 
melalui system parallel satu pintu yang mana tidak melalui beberapa oknum yang 
bisa bertindak menyelewengkan wewenang yang ada. 
c. Akses Penampilan Fasilitas 
Salah satu strategi Pemerintah Kota Malang dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik mengenai akses pengaduan masyarakat terhadap 
Pemerintah adalah dengan penggunaan media online. Hal ini diharapkan 
terjadinya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan 
publik daripada pelayanan publik dengan metode bertemu langsung. Dimana 
dalam banyak hal selalu terjadi keributan ketika pelayanan publik dilakukan 
dengan ketemu langsung. Sebagai contoh antrian pembelian tiket kereta bahkan 
masih banyaknya masyarakat yang saat menderita sakit dan terlantar di rumah 
sakit hanya karena menunggu proses pendaftaran di pihak rumah sakit. 
Pemerintah Kota Malang tidak boleh melupakan bahwa masyarakat Kota malang 
masih banyak kelompok yang belum “melek” teknologi informasi. Persoalan 
akses terhadap media center terutama dihadapi lapisan masyarakat rentan, 
khususnya perempuan miskin, difable, anak-anak dan Lansia. Penyediaan unit 
layanan pengaduan langsung, juga mengacu pada Data yang dilansir oleh KPP 
Jawa Timur bahwa 90% pengadu pelayanan publik di KPP Jawa Timur 





d. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan 
Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, menjadi 
perhatian yang sangat serius bagi pemerintah ditingkat pusat maupun ditingkat 
daerah. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik yang menuntut adanya peningkatan kualitas 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurut (Fandi 
Tjiptono, 2002:7) “Pelayanan prima atau Service Excellence adalah pelayanan 
terbaik, melebihi, melampaui, mengungguli pelayanan yang diberikan pihak lain 
atau dari pada pelayanan pada waktu yang lalu.” Penyelenggaraan pelayanan 
yang berkualitas atau yang prima kepada masyarakat menuntut kinerja 
Pemerintah Kota Malang untuk bekrja lebih keras dalam mewujudkan hal 
tersebut dengan cara menyeleksi calon pegawai yang akan bekerja dalam bidang 
pelayanan dan disiapkan untuk memilki kemampuan dalam melakukan kegiatan 
pelayanan terhadap public sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 
di Kota Malang. 
Pemerintahan Kota Malang melakukan beberapa kebijakan yang dilakukan 
guna meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dengan 
menyediakan sarana-sarana penunjang terhadap pelayanan public juga 
menyiapkan para pegawai pelayanan yang berkompeten dan mampu memberikan 
pelayanan yang memuaskan terhadap masyarakat. 
Salah satu strategi Pemerintah Kota Malang dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik mengenai akses pengaduan masyarakat terhadap 
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Pemerintah adalah dengan penggunaan media online. Hal ini diharapkan 
terjadinya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan 
publik daripada pelayanan publik dengan metode bertemu langsung. Dimana 
dalam banyak hal selalu terjadi keributan dan kekacauan ketika pelayanan publik 
dilakukan dengan ketemu langsung. Sebagai contoh antrian pembelian tiket 
kereta bahkan masih banyaknya masyarakat yang saat menderita sakit dan 
terlantar di rumah sakit hanya Karen menunggu proses pendaftaran di pihak 
rumah sakit. 
Pemerintah Kota Malang tidak boleh melupakan bahwa masyarakat Kota 
malang masih banyak kelompok yang belum “melek” teknologi informasi. 
Persoalan akses terhadap media center terutama dihadapi lapisan masyarakat 
rentan, khususnya perempuan miskin, difable, anak-anak dan Lansia. Penyediaan 
unit layanan pengaduan langsung, juga mengacu pada Data yang dilansir oleh 
KPP Jawa Timur bahwa 90% pengadu pelayanan publik di KPP Jawa Timur 
menginginkan pertemuan langsung dengan penyedia layanan. 
Layanan publik, dimana pemerintah secara langsung bersentuhan dengan 
masyarakatnya, adalah tolak ukur kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan 
program pemerintahan. Terlebih pelayanan publik sepenuhnya dibiayai uang 
rakyat, karena itu selalu diperlukan masukan dan saran perbaikan kepada 
penyelenggara layanan agar selalu ada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas 
layanan. Penggunaan Media pengaduan secara online masih belum mampu 
dijangkau oleh sebagian warga Kota Malang. Rendahnya literasi dan edukasi 
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warga kota Malang khususnya yang dulunya berpendidikan rendah terhadap 
sistem pengaduan online menyebabkan kepercayaan publik pada efektifitas 
media ini menjadi sangat rendah. Persoalan demikian juga terkait dengan 
rendahnya kapasitas aparatur dan lemahnya manajemen penanganan pengaduan 
melalui media center di Kota Malang. Upaya peningkatan kualitas publik yang 
dilakukan oleh Pemerintah kota Malang adalah dengan melakukan edikasi dan 
sosialisasi terhadap pentingnya penggunaan media online sebagai salah satu jalan 










Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Proses Implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi  
a. Faktor Komunikasi : Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan yang 
diambil oleh Pemerintah Kota Malang terhadap publik telah dilakukan 
berdasar aturan-aturan yang ada yang mana setiap penyampaian kebijakan 
dimaksudkan agar proses implementasi kebijakan reformasi birokrasi Grand 
Design sebagai upaya meningkatakan kualitas pelayanan publik dapat 
tercapai. 
b. Sumber Daya : Dalam proses mengimplementasikan segala kebijakan 
berdasar grand design reformasi birokrasi, Pemerintah Kota Malang telah 
memaksimalkan segala sumber daya yang ada sebagai upaya meningkatkan 
kualitas pelayanan publik dapat tercapai dengan maksimal.  
c. Diposisi : Pemerintah Kota Malang dalam penerapan implementasi kebijakan 
Grand Design reformasi birokrasi dalam melakukan segala tindakan maupun 
proses kebijakan selalu berpedoman pada Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 mengenai Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 serta Peraturan Walikota Malang sendiri.  
143 
 
d. Struktur Birokrasi : Struktur birokrasi Pemerintah Kota Malang sudah cukup 
jelas dan terstruktur yang mana dimaksudkan agar dapat memberikan 
pelayanan yang berkualitas terhadap publik. Struktur yang baik akan 
mendukung setiap proses implementasi kebijakan grand design reformasi 
birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik pada 
Pemerintahan Kota Malang. 
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam proses implementasi 
kebijakan grand design reformasi birokrasi 
 
a. Faktor yang mendukung antara lain :  
1. Faktor internal  
Adapun faktor internal yang mendukung meliputi : 
Pemerintah yang terlibat dalam pembuatan kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 
 
Keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam menentukan kebijakan yang 
diambil dalam hal reformasi birokrasi dapat dilihat dalam cara Pemerintah 
membentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 81 Tahun 2010 
mengenai Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025  yang berisi banyak 
aturan-aturan yang nantinya akan diimplementasikan guna meningkatkan 
kualitas pelayanan publik. 
2. Faktor eksternal  
Tuntutan dari masyarakat yang mendesak adanya reformasi 




Terjadinya beberapa permasalahan yang ada pada Pemerintahan 
Indonesia mengakibatkan masyarakat menuntut adanya reformasi birokrasi 
dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Tuntuntan adanya 
reformasri birokrasi di Indonesia antara lain dikarenakan munculnya krisis 
ekonomi dan politik dan juga permasalahan di bidang sosial antar masyarakat. 
b. Faktor yang menghambat antara lain : 
1. Faktor internal 
Keterbatasan dana yang diperlukan untuk mengimplementasikan 
kebijakan grand design reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang 
 
Dalam proses mencairkan sejumlah dana yang diperoleh dari APBD dan 
APBN masih terasa susah dan berbelit-belit serta beberapa fasilitas 
pendukung yang masih kurang menyebabkan setiap proses implementasi 
kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang sebagai upaya dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat terhambat.  
2. Faktor eksternal  
Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebijakan grand design 
reformasi birokrasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik 
di Pemerintah Kota Malang 
 
Masyarakat khusunya Kota Malang memiliki peran dalam pengawasan 
kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Malang. Setiap 
tindakan yang dilakukan masyarakat akan memiliki dampak yang cukup 
signifikan sehingga kepedulian masyarakat terhadap kebijakan yang telah 
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diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang sangat dibutuhkan agar tidak 
menghambat jalanya kebijakan pemerintah Kota Malang sendiri. 
3. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Pemerintah Kota Malang 
melalui pelayanan prima 
 
a. Keramahan 
Dalam proses implementasi kebijakan grand design reformasi birokrasi, 
Pemerintah Kota Malang memberikan aturan terhadap pelayan masyarakat 
khususnya Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang yang mana dalam melakukan 
segala tindakan yang berkaitan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik harus dilakukan dengan ramah dan baik sehingga upaya 
peningkatan kualitas pelayanan publik dapat tercapai. 
b. Kredibilitas 
Dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pemerintah 
Kota Malang mengimplementasikan beberapa kebijakan berdasar grand 
design reformasi birokrasi yang mana Pemerintah Kota Malang juga 
menetapkan aturan terhadap para pegawai pemerintahan agar dapat bekerja 
dengan kredibilitas tinggi sehingga peningkatan kualitas pelayanan publik 
dapat tercapai. 
c. Akses penampilan fasilitas 
Salah satu strategi Pemerintah Kota Malang dalam upaya peningkatan 
kualitas pelayanan publik mengenai akses pengaduan masyarakat terhadap 
Pemerintah adalah dengan penggunaan media online. Hal ini diharapkan 
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terjadinya kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi pelayanan 
publik daripada pelayanan publik dengan metode bertemu langsung.  
d. Kemampuan dalam menyajikan pelayanan. 
Penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas atau yang prima kepada 
masyarakat menuntut kinerja Pemerintah Kota Malang untuk bekrja lebih 
keras dalam mewujudkan hal tersebut dengan cara menyeleksi calon pegawai 
yang akan bekerja dalam bidang pelayanan dan disiapkan untuk memilki 
kemampuan dalam melakukan kegiatan pelayanan terhadap publik sebagai 
upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan, dapat dikemukakan beberapa 
saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota serta masyarakat Kota 
Malang. Adapun saran yang diberikan, antara lain : 
1. Sebagai upaya meningkatakan kualitas pelayanan publik, ada baiknya jika 
setiap komunikasi yang terjalin antara Pemerintah Kota Malang dengan Dinas 
Kota terkait serta komunikasi terhadap masyarakat agar lebih transparan,  
supaya terjadi keseimbangan dan sinergi terhadap segala kebijakan yang akan 
diimplementasikan. 
2. Pemaksimalan sumber daya yang ada saat ini perlu ditingkatkan, dalam hal 
pelayanan terhadap public, khusunya sumber daya manusia yang merupakan 
motor penggerak setiap kebijakan terhadap publik. Maksud dari peneliti 
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adalah perlu diberlakukanya proses penyaringan kembali terhadap para calon 
pegawai khususnya yang nantinya akan bekerja di salah satu SKPD Kota 
Malang agar opini masyarakat mengenai para Pegawai Negeri Sipil tidak lagi 
negative. Dikarenakan saat ini masih banyak masyarakat yang merasa bahwa 
para pegawai pemerintah makan gaji buta dalam artian dengan pemberian 
fasilitas yang memadai masih saja perubahan yang terjadi masih sedikit.  
3. Peneliti merasa masih perlunya pembekalan kembali mengenai apa saja yang 
menjadi tanggung jawab para pegawai SKPD Kota Malang. Karena masih ada 
oknum yang tidak mengerti dan tidak memahami wewenang yang diberikan 
oleh Pemerintah Kota Malang dalam melakukan segala bentuk tindakan, 
khusunya dalam hal pelayanan terhadap masyarakat Kota Malang.  
4. Meskipun Struktur birokrasi Pemerintah Kota Malang sudah cukup jelas dan 
terstruktur namun masih perlunya dilakukan evaluasi kinerja berkala terhadap 
setiap bagian struktur birokrasi Pemerintah Kota Malang. Maksud dari 
peneliti adalah evaluasi beban kerja ini akan menjadi motivasi bagi para 
pegawai pemerintahan agar bekerja secara maksimal sesuai target yang 
ditentukan sehingga tidak ada lagi pegawai yang bermalas-malasan karena 
merasa tidak ada targetan hasil maupun targetan waktu. 
5. Saran dari peneliti mengenai keterlibatan Pemerintah Indonesia dalam 
menentukan kebijakan yang diambil dalam hal reformasi birokrasi adalah 
pemerintah harus tetap terus ikut serta dalam segala hal yang berkaitan dalam 
perubahan kebijakan reformasi birokrasi di Indonesia ini. Jangan sampai 
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Pemerintah lepas tangan karena fungsi kontrol terhadap segala bentuk 
kebijakan ada di tangan Pemerintah. 
6. Peneliti berharap dukungan dari masyarakat terhadap segala bentuk kebijakan 
reformasi birokrasi di Indonesia ini lebih ditingkatkan. Dalam artian keikut 
sertaan masyarakat dalam berbagai betuk kegiatan yang diselenggarakan oleh 
pemerintah perlu dimaksimalkan. Maksud peneliti, ketika segala bentuk 
kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah mendapat dukungan penuh dari 
masyarakat, maka akan dengan mudah kebijakan tersebut dapat berhasil 
dijalankan. 
7. Ada tidaknya dana merupakan satu hal yang cukup signifikan terhadap suatu 
proses Implementasi kebijakan. Untuk itu peneliti menyarankan agar setiap 
dana dan fasilitas yang ada harus dimaksimalkan fungsinya, dalam artian, 
maksimalkan segala bentuk fasilitas yang ada sebelum membeli yang baru 
serta perlunya peningkatan pengawasan terhadap segala bentuk pengelolaan 
dana sehingga setiap penggunaan dana dalam upaya peningkatan kualitas 
pelayanan publik selalu tepat sasaran.  
8. Masyarakat khususnya Kota Malang memiliki peran dalam pengawasan 
kebijakan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Malang. Untuk hal 
ini, peneliti mengharapkan bahwa segala bentuk opini dan aspirasi dari 
masyarakat terhadap segala bentuk pelayanan dari badan-badan dinas yang 
dibentuk oleh Pemerintah Kota Malang terhadap publik perlu lebih disalurkan 
yang mana maksud dari peneliti adalah Pemerintah Kota Malang menambah 
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fasilitas-fasilitas pelayanan publik yang bisa menampung asiprasi masyarakat 
serta memudahkan masyarakat dalam mengaksesya. 
9. Keramahan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang dalam hal 
pelayanan publik harus tetap dijaga. Namun untuk beberapa oknum yang 
masih bertindak di luar batas kewajaran dalam segi pelayanan publik perlu 
dilakukan evaluasi dan diberikan sanksi yang tegas dari Pemerintah Kota 
Malang agar pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang terkesan 
baik di mata masyarakat. 
10. Kredibilitas yang diberikan oleh para pegawai Pemerintahan dalam hal 
pelayanan publik peneliti sarankan agar tetap terus dijaga. Maksudnya 
kredibilitas tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Malang dalam 
melayani masyarakat jika terus dijaga akan memberikan dampak yang luar 
biasa yang mana masyarakat akan tetap mendukung terhadap segala bentuk 
perubahan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 
11. Peneliti menyarankan agar perlunya penambahan akses informasi mengenai 
segala bentuk kebijakan Pemerintah Kota Malang melalui media online yang 
mana maksud peneliti adalah, masyarakat dapat lebih mudah dalam 
menyampaikan segala opini serta aspirasi baik itu yang bersifat membangun 
atau tidak.  
12. Peneliti menyarankan bahwa perlunya pembekalan kembali terhadap beberapa 
oknum pegawai Pemerintahan Kota Malang terhadap kemampuan serta 
kematangan para pegawai Pemerintahan Kota Malang dalam hal melayani 
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masyarakat. Peneliti juga menyarankan penambahan publikasi serta edukasi 
mengenai penggunaan media online  yang diberikan oleh Pemerintah Kota 
Malang kepada masyarakat khususnya yang berpendidikan rendah agar 
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